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ABSTRAK
Nama : Ade Diyana Kusumawardani, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjavan Yuridis Terhadap Sengketa Tanah i Mesuji,

Lampung (Studi Kasus Antara Penduduk Desa Kagungan
Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning
Dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo)

Tesis ini membahas proses pemberian HGU terhadap lahan garapan penduduk
desa, perlindungan dalam peraturan pertanahan terhadap lahan garapan penduduk
desa dan solusi guna menyeimbangkan kepentingan penduduk desa dengan
perusahaan. Tidak berjalannya dengan baik proses perolehan hak atas tanah dalam
pemberian izin HGU, tidak adanya kesigapan dari pemerintah yang berwenang
untuk dengan segera menuntaskan kasus ini, menyebabkan konflik sengketa lahan
antara penduduk desa setempat dengan PT BSMI di daerah Mesuji, Lampung
terus berlanjut sampai dengan saal ini. Penelitian ini1 bersifat deskrptif dan
preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan pengawasan dan
keterlibatan yang intensif dari pemerintah dalam pelaksanaan proses perolehan
hak atas tanah, pemberian pemahaman kepada penduduk desa mengenai
pentingnya tanda bukti hak atas tanah dan itikad baik dari para pihak dalam
pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah.

Kata kunci:
Hak Guna Usaha, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Lahan Garapan, Mesuji-
Lampung.
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ABSTRACT

Name : Ade Diyana Kusumawardani, SH
Study Program : Magister Of Notary
Title : Juridical Observation concerning Land Dispute at Mesuji,

Lampung (Study case between villagers of Kagungan
Dalam, Sri Tanjung and Nipah Kuning with PT Barat
Selatan Makmur Investindo)

This thesis discussed the granting process of land-cultivation title (HGU) to
villagers utilized land, protection in land regulation towards villagers utilized land
and the solution to balance the interest of villagers with the company. The
inexistence of a proper process to acquire land title regarding land-use title permit
granting, inexistence of a quick government reaction as the authorized party to
immediately solve the problem, resulting conflict of land dispute between
villagers and PT BSMI in Mesuji, Lampung continues until today. The research in
this thesis is descriptive and prescriptive. The conclusion of research suggest that
intensive control and involvement from the government is deemed necessary in
the process of land title acquirement, transfer of understanding to the villagers
regarding the importance of land title documentary evidence, and good faith from
all parties in the process of land title acquiring.

Key words:
Land-cultivation rights title (HGU), communal right (hak ulayat) of traditional
law community, utilized land, Mesuji - Lampung
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BAB |
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Istilah tanah atau sebidang tanah dalam bahasa latin adalah ager, dan
agrarius yang berarti peladangan, persawahan, pertanian'. Kamus Besar Bahasa
Indonesia sendiri memberikan pengertian agraria sebagai suatu hal yang terkait
dengan urusan pertanian atau tanah pertanian; urusan pemilikan tanah®. Black’s
Law Dictionary menjelaskan agrarian “(adj) of or relating to land, land tenure, or
a division of landed property” dan Agrarian Laws " the body of law governing the

ownership, use, and distribution of land”3

. Sebutan agrarian laws ini seringkali
digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang
bertujuan untuk mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka
lebih meratakan penguasaan atas tanah dan pemilikannya’.

Segjalan dengan berkembangnya kehidupan dan ilmu pengetahuan, tanah
menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia maupun dalam
suatu kelompok kehidupan bermasyarakat. Bermula sejak awal kehidupannya
manusia membutuhkan tanah sebagal tempat untuk tinggal, kemudian mendirikan

rumah sebagai tempat untuk bernaung, dan kemudian berkembang menjadi tempat

! Prof Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia; Sgjarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Ed. rev., Cet.8, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 5

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Ed. 2., Cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 11.

3 Bryan A. Garner (editor in chief), Black's Law Dictionary, 7" ed, (St. Paul, Minn : West
Group, 1999), p. 67.

4 Boedi Harsono, Op.cit., hal. 5
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kebutuhan untuk berusaha. Bahkan sampai dengan meninggalnya pun manusia
masih membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatannya yang terakhir.

Dalam suatu kelompok kehidupan bermasyarakat, tanah dibutuhkan
sebagai domain® yang dapat diartikan sebagai wilayah, daerah, ranah atau penanda
batas wilayah bagi suatu kelompok, suatu bangsa® ataupun suatu Negara’. Dengan
adanya sgumlah luas tanah tertentu yang dikuasai oleh suatu kelompok tertentu
dan terdapat adanya sgumlah penduduk serta kedaulatan maka sudah dapat
dikatakan bahwa wilayah suatu Negara telah terbentuk.

Indonesia merupakan suatu Negara kepul auan, yang telah terbentuk ribuan
tahun lamanya, terkenal karena hasil alamnya terutama dengan rempah-rempah
yang melimpah, menimbulkan keinginan dari banyaknya pihak lain (bangsa
ataupun Negara) yang mengetahuinya untuk menguasai alam Indonesia. Hal ini
menimbulkan penjajahan yang datang silih berganti. Namun kemudian, Indonesia
berhasil membebaskan diri dan mengusir penjajah dari tanah air, untuk kemudian
pada akhirnya memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah beberapa
tahun membenahi diri, dilakukanlah pembaharuan peraturan perundang-undangan
di bidang tanah atau agraria. Pada tahun 1960 hal tersebut diwujudkan dengan
mengundang-undangkan dan memberlakukan Undang-Undang Tentang Pokok-
Pokok Dasar Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) yaitu tepatnya pada tanggal
24 September 1960.

UUPA yang berlaku sampai dengan saat ini merupakan hasil dari suatu
rangkaian proses yang semula sudah disiapkan sejak tahun 1948 dan telah

® Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit., hal 240

® Ibid., hal 89.

Bangsa diartikan sebagai 1. Kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat,
bahasa dan sgjarahnya, serta berpemerintahan sendiri; 2. Golongan manusia, binatang, tumbuh-
tumbuhan yang mempunyai asal-usul sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; 3. Macam,
jenis; 4. Kedudukan (keturunan) mulia (luhur); 5. jenis kelamin; 6. Kumpulan manusia yang
biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan yang biasanya
menempati wilayah tertentu di mukabumi; 7. Klasifikasi dalam biologi sesudah kelas dan sebelum
suku; ordo.

" Ibid., hal 685

Negara diartikan sebagai 1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah dn ditaati oleh rakyat; 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah
tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai
kesatuan politik, berdaulat sehingga menentukan tujuan nasionalnya.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ade Diyana Kusumawardani, FH Ul, 2012



menjalani perubahan beberapa kali dan baru dimatangkan pada tahun 1960.
Undang-Undang yang merupakan pelaksanaan daripada pasal 33 ayat 3 UUD
1945 adalah merupakan hasil kompromi dari berbagai pemikiran tentang hukum
tanah baik yang berasal dari hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia,
pemikiran yang berasal dari hukum barat serta hasil-hasil yang timbul sebagai
akibat dari pada perkembangan pel aksanaan kedua sistem hukum tersebut®.

Diundangkannya UUPA ini bukanlah sematamata tanpa tujuan,
melainkan untuk mengganti peraturan yang terkait dengan tanah yang berlaku
sgjak jaman penjajahan, dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanah
yang lebih bersifat nasional, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan
yang menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh
rakyat9 dengan berlandaskan salah satunya pada hukum adat tentang tanah, yang
sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan
tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama'®. Dengan
berlakunya UUPA maka beberapa peraturan mengenal pertanahan yang ada sejak
jaman penjajahan pun dicabut keberlakukannya, seperti diantaranyat:

1. Agrarische Wet (S. 19870-55) sebagal yang termuat dalam Pasal 51 “Wet op
de Staatsinrichting van Nederlands Indie” (S. 1925-447) dan ketentuan dalam
ayat-ayat |ainnya dari pasal itu.

2. a “Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Beduit” (S.1870-

118);
b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam S. 1875-119a;
c. “Domeinverklaring untuk Sumatra’ tersebut dalam Pasal 1 dari S.1874-94f;
d. “Domeinverklaring untuk karesidenan Menado” tersebut dalam Pasal | dari
S.1877-55;

8 Abdurrahman, Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan,
Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan: Seri Hukum Agraria 111, Penerbit: Alumni, 1979,
Bandung, hal 13

® Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.5
tahun 1960, LN No 104 tahun 1960, TLN No0.2043, Penjelasan romawi |.

19 | bid., bagian berpendapat huruf a.

11 bid., bagian memutuskan.
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e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo”
tersebut dalam pasal | dari S. 1888-58;

3. Koninklijk Bedluit pada tanggal 16 April 1872 No.29 (S. 1872-117) dan
peraturan pelaksanaannya;

4. Buku ke 1l Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang
mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
kecuali ketentuan-ketentuan mengena hypotheek yang masih berlaku pada
mulal berlakunya Undang-undang ini.

Dalam perkembangannya, UUPA menjadi payung atas segala peraturan
perundang-undangan mengenai tanah yang muncul dikemudian hari. Peraturan-
peraturan pelaksana dikeluarkan untuk mengatur mengena hal-hal yang lebih
rinci lagi mengena pelaksanaan atas UUPA. Hal ini dikarenakan UUPA hanya
mengatur mengenai hal-hal yang pokok dan mendasar dari berbagai masalah
keagrariaan dengan ruang lingkup yang sangat luas, diantaranya meliputi bumi
(terdiri dari permukaan bumi yang dinamakan tanah juga meliputi tubuh bumi
yang dibawahnya serta yang berada di bawah air), air dan ruang angkasa serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnyat?. Dengan adanya berbagai macam
bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan detail, tentunya
diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih baik mengenai berbagai hal
serta persoalan sehubungan dengan tanah di Indonesia.

Namun sebagaimana diketahui bersama, persoalan mengenai tanah,
terutama yang berujung pada konflik dan sengketa atas sebidang, dua bidang atau
lebih atas lahan atau tanah tetap sgja terjadi. Dalam empat dekade terakhir,
fenomena atau peristiwa-peristiwa terkait mengenal sengketa atas tanah mulai
muncul ke permukaan, baik sengketa antara pemerintah dengan masyarakat,
masyarakat dengan investor, pemerintah dengan pemerintah maupun sengketa
diantara masyarakat itu sendiri semakin intensif dan sebagian besar diantaranya
muncul sebagal suatu bentuk akibat dari adanya pelaksanaan pembebasan tanah

baik untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, kepentingan industri,

12 Abdurrahman, Seri Hukum Agrarialll, Op. cit, hal 9.
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kepentingan perumahan, kepentingan pariwisata, maupun untuk kepentingan
perkebunan dalam skala besar™®,

Di luar Jawa sengketa tanah sebagian besar terjadi antara masyarakat yang
mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang
mendapatkan konsesi pengusahaan hutan, pertambangan, termasuk pertambangan
minyak dan gas bumi dan pengembangan agribisnis dengan pola PIR (Perkebunan
Inti Rakyat) dari pemerintah®*. Adanya peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan
munculnya gejalare-claiming™ atas tanah oleh masyarakat setempat terhadap unit
dan aset-aset produktif yang telah dibangun diatasnya, dimana hal ini telah terjadi
di hampir seluruh wilayah Indonesia®. Masyarakat hukum adat yang merasa telah
memiliki, menempati dan mengolah tanahnya selama bertahun-tahun dan secara
turun-temurun serta memiliki keakraban secara magis religious dengan tanahnya,
tidak bisa menerima begitu saja kehadiran pihak lain dalam wilayah mereka tanpa
adanya suatu pembicaraan yang baik antara pendatang dengan warga masyarakat
hukum adat setempat, yang diwakili oleh Ketua Adat.

Sebagaimana diketahui dan telah disebutkan sebelumnya bahwa tanah
dalam perkembangannya dewasa ini terutama di Indonesia, memiliki kedudukan
yang sangat penting, terlepas dari letaknya apakah itu di desa, di kota, ataupun di
pedalaman sekalipun®’. Baik digunakan sebagai tempat tinggal ataupun digunakan
sebagai tempat untuk berusaha, apakah itu berdagang, bertani, berkebun,
melakukan usaha real estate ataupun usaha lainnya. Bahkan untuk digadaikan atau
dijadikan jaminan hutang pun, tanah tetap memiliki nilai yang sangat tinggi,
mengingat harga tanah yang tidak pernah turun. Bertambahnya jumlah penduduk

13 Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH., MLI., Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum
Tanah, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 369.

“Ibid.

1> John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian
Dictionary), Cet.29, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 470.

Re-claiming diartikan sebagai 1. memperoleh kembali; 2. menjadikan tanah; reclaimed
land sebagai tanah yang dimanfaatkan/digarap (dengan cara mengeringkan tanah-tanah rawa,
pasang surut, dan sebagainya).

prof. Ny. Arie S. Hutagalung, Op.cit.

" R. Soehadi, SH., Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria, (Surabaya: Karya Anda), hal. 13.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ade Diyana Kusumawardani, FH Ul, 2012



yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan, sementara luas atas tanah tetap,
tentunya membuat tanah menjadi suatu hal yang memiliki nilai plus tersendiri.
Tanah sebagal karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan saja sangat penting
keberadaannya. Kebutuhan akan tanah sampai dengan akhir hayatnya setiap
manusia menandakan bahwa tanah memiliki hubungan yang erat sekali dengan
kehidupan manusia.

Jumlah luas tanah yang dapat dikuasal oleh manusia sangat terbatas sekali,
sedangkan jumlah manusia yang berhgjat terhadap tanah senantiasa bertambah.
Selain bertambah banyak jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat
perumahan, juga kemauan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan
teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, umpamanya untuk
peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk
perhubungan. Berhubung bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi
sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan menjadi bertambah, maka tidak
heran kalau kebutuhan akan tanah menjadi meningkat. Tidak seimbangnya antara
persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai
persoalan yang banyak segi-seginya’®.

Diantara berbagai persoalan tentang tanah yang timbul pada saat ini,
sengketa mengenal lahan atau tanah merupakan salah satunya yang hadir dalam
dunia pertanahan nasional, tidak hanya dalam proses pembangunan di kota-kota
besar melainkan juga dalam proses perindustrian dan perkebunan di seluruh
wilayah Indonesia. Dalam tesis ini penulis hendak menuangkan mengenal salah
satu kasus sengketa mengenai tanah yang belakangan tengah mencuat ke
permukaan karena tak kunjung selesai penyelesaiannya, dimana konflik ini mulai
menghangat dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2011.

Konflik sengketa mengenai tanah ini terjadi di daerah Mesuji, Lampung.
Akar permasalahan dari sengketa mengenai tanah ini telah terjadi begitu lama'®.
Secara garis besar, wilayah Mesuji terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu terletak di
Propinsi Lampung dan terletak di Propins Sumatera Selatan, keduanya

8 1pid., hal 14-15.

9 “Tragedi Mesuji Lampung”, (http://news.okezone.com/read/2011/12/19/337/
544591.htm) Senin, 19 Desember 2011.
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dipisahkan oleh sungai yang bernama Sungai Mesuji. Wilayah ini merupakan
wilayah yang telah didiami oleh sekelompok masyarakat hukum adat yang
keberadaannya sudah sangat lama. Masyarakat menempati, mengusahakan dan
mengolah areal pertanahan ini cukup lama dan secara turun temurun.
Permasalahan mulai terjadi ketika ada beberapa perusahaan perkebunan yang
mengajukan permohonan izin Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut “HGU”) dan
juga izin pengusahaan Hak Tanaman Industri (selanjutnya disebut “HTI”).
Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Sumber Wangi Alam
(selanjutnya disebut “PT SWA”) yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan; PT
Barat Selatan Makmur Investindo (selanjutnya disebut “PT BSMI”) dan PT Silva
Inhutani  (selanjutnya disebut “PT SI”), yang keduanya terletak di Propinsi
Lampung.

Dalam perkembangannya masing-masing perusahaan tersebut memiliki
permasalahannya sendiri-sendiri. Untuk mempersempit pokok permasalahan
dalam tesis ini, dimana nantinya penulis hanya akan menitikberatkan pada hal-hal
yang terkait dengan HGU dan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat, maka
konflik sengketa atas tanah yang akan dibahas adalah konflik sengketa atas tanah
garapan yang terjadi antara penduduk desa setempat yang dianggap sebagai tanah
ulayat masyarakat hukum adat dengan PT BSMI.

Berdasarkan data-data yang penulis dapat dari Komisi Pembaruan Agraria
(selanjutnya disebut “KPA”), diantaranya pada surat tertanggal 2 Januari 1980, di
Kantor Kecamatan Mesuji Lampung Wira Laga, penduduk desa atas kesepakatan
bersama dengan desa-desa lainnya menyerahkan bagian wilayah desa masing-
masing pada Tim Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Utara untuk dijadikan
persiapan lahan pemukiman kembali penduduk (Transmigrasi Lokal) di wilayah
Kecamatan Mesuji Lampung. Penerbitan atas surat ini menjadikan sisalahan yang
tidak diberikan oleh penduduk desa setempat kepada pemerintah daerah untuk
pembangunan dan penempatan transmigrasi, dianggap sebagai tanah ulayat
masyarakat hukum adat setempat, yang terletak tidak jauh dari sepanjang Sungai
Mesuji.

Berawa dari diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara Nomor PLU.22/460-1L/94 pada tanggal 18 Oktober
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1994, yang diperpanjang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor BPN.460/01/1L-4/96 pada tanggal

5 Januari 1996, dan kemudian di revis dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor BPN.460/21/IL -

4/96 padatanggal 20 Desember 1996, dimana ketiganya beris tentang Pemberian

Izin Lokas kepada PT BSMI untuk perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya

seluas + 10.000 (sepuluh ribu) ha sebagal kebun inti dan seluas + 7.000 (tujuh

ribu) ha sebagai kebun plasma yang terletak di Desa Kagungan Dalam, Desa Sri

Tanjung dan Desa Nipah Kuning Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara,

yang kemudian luas lahan yang diberikan direvisi menjadi 9.513,0454 (sembilan

ribu lima ratus tiga belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar. Luas lahan
yang terakhir inilah yang kemudian disetujui untuk dikeluarkannya Surat

Keputusan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

43/HGU/BPN/97 pada tanggal 4 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Guna Usaha

Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, tentunya setelah

adanya pertimbangan :

1. Bahwatanah yang dimohon HGU oleh PT BSMI seluas 9.513,0454 (sembilan
ribu lima ratus tiga belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar yang
terletak di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung
adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang diajukan PT BSMI
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
pada tanggal 20 Desember 1996 Nomor BPN.460/21/1L-4/96 jo Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 5 Januari
1996 Nomor BPN.460/01/1L-4/96 tentang pemberian perpanjangan izin lokasi
kepada PT BSMI atas tanah luas seluruhnya 17.000 (tujuh belas ribu) hektar
untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya seluas +
10.000 (sepuluh ribu) hektar kebun inti dan + 7.000 (tujuh ribu) hektar kebun
plasma;

2. Bahwa Menteri Pertanian RI cq Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya
pada tanggal 3 Me 1990 Nomor IK/950/E5.909/05.96 telah memberikan
perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan kepada PT BSMI untuk
komoditas kelapa sawit seluas + 8.500 (delapan ribu lima ratus) hektar yang
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terpadu dengan pengembangan kelapa sawit rakyat seluas + 6.000 (enam ribu)
hektar melalui kemitraan, di atas areal seluas + 17.000 (tujuh belas ribu)
hektar terletak di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Propins
Lampung;

3. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Lampung, dalam
Risalahnya pada tanggal 27 November 1996 Nomor 09/PET/KW/1996,
menyatakan bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanah garapan penduduk
seluas 6.117,9 (enam ribu seratus tujuh belas koma sembilan) hektar yang
telah dibebaskan olen PT BSMI dan di daerah tersebut masih cukup tersedia
tanah tempat penduduk bercocok tanam, serta permohonan tersebut tidak
bertentangan dengan kepentingan umum/Negara serta azas-azas kebijaksanaan
Pemerintah dengan tidak merugikan hak-hak orang lain sehingga Panitia B
berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk dikabulkan dengan
diberikan HGU atas tanah seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga
belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar;

4. Bahwa tanah tersebut setelah diadakan pengukuran secara kadasteral
sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi pada tanggal 17 Desember 1996
Nomor 10/1996 seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga belas koma
empat ratus lima puluh empat) hektar;

5. BahwaKepaa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
dalam suratnya pada tanggal 9 Januari 1997 Nomor 540-152 menyampaikan
pertimbangan tidak berkeberatan kepada PT BSMI diberikan HGU atas tanah
seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga belas koma empat ratus lima
puluh empat) hektar;

6. Bahwa PT BSMI adadah badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri
K ehakiman pada tanggal 10 Januari 1996 Nomor C2.399.H7.01.04.TH.96 dan
didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 6
Maret 1996 Nomor 24/1996/PT/PNTK, oleh karenanya telah memenuhi syarat
sebagai subjek hak.

Jka melihat kepada beberapa perizinan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah, yang berakhir pada dikeluarkannya izin HGU, dapat disimpulkan
bahwa PT BSMI telah melaksanakan prosedur yang ada dengan baik sesuai
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila memang
benar hal itu yang terjadi, tidak mungkin akan ada perselishan yang
berkepanjangan dikemudian hari, yang sebagaimana diketahui bersama, pada
akhir tahun 2011 perselisihan yang terpendam selama bertahun-tahun pun muncul
ke permukaan dan diketahui oleh khalayak ramai yaitu antara penduduk desa
setempat dengan PT BSMI yang berujung pada jatuhnya korban di kedua belah
pihak baik secaramoril maupun materiil.

Pada saat awal PT BSMI mengajukanizin lokasi belum ada permasalahan
yang timbul diantara kedua belah pihak. Permasalahan justru muncul pada saat PT
BSMI berupaya untuk melakukan proses perolehan hak atas tanah milik penduduk
desa setempat, sebagal suatu urutan rangkaian kewajiban yang harus dilakukan
olen PT BSMI demi mendapatkan izin HGU. Beberapa permasalahan tersebut
diantaranya adalah :

1. Besaran ganti rugi yang diberikan oleh PT BSMI yang tidak penuh melainkan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari + 10.000 (sepuluh ribu) hektar yaitu
seluas + 5.000 (lima ribu) hektar yang akan digunakan sebagai kebun inti,
sedangkan 50% (lima puluh persen) sisanya yaitu seluas + 5.000 (lima ribu)
hektar belum dapat diberikan ganti ruginya sampal dengan saat ini, begitupun
dengan wilayah + 7.000 (tujuh ribu) hektar yang akan digunakan sebagai
kebun plasma, yang itu berarti wilayah tersebut masih merupakan milik
penduduk desa setempat, meskipun sebagian atas lahan ini sudah ditanami
kelapa sawit oleh PT BSMI sebagaimana diakui oleh PT BSMI melaui
suratnya Nomor 050/SK/PB/X11/2010 padatanggal 14 Desember 2010.

2. Adanya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit diluar izin dari yang
ditentukan oleh pemerintah seluas 2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh
lima) hektar (atau disebut juga kelebihan lahan dari izin), yang diperoleh tanpa
melalui prosedur yang ditentukan dan tanpa melalui proses ganti rugi, yang
diketahui berdasarkan hasil Round Meeting BPN Pusat dan BPN Provinsi
Lampung.

3. Selama sekian tahun berjalan, PT BSMI belum mendirikan kebun plasma
untuk penduduk desa setempat, meskipun terhadap lahan yang digunakan
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sebagai kebun plasma seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar telah ditanami kelapa
sawit.

4. Pada masa Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang (sebelum terbentuknya
Kabupaten Mesuji) sudah terdapat surat Bupati Tulang Bawang kepada PT
BSMI pada tanggal 16 Juni 2007 Nomor: 130/1183/1.01/TB/2007 perihal
surat pemberitahuan untuk melaksanakan pengukuran ulang terhadap lahan-
lahan yang disengketakan, pemberitahuan untuk menyerahkan kopi bukti atas
sertipikat tanah berikut HGU dan surat Bupati Tulang Bawang kepada PT
BSMI Nomor: 130/1184/1.01/TB/2007 padatanggal 15 Juli 2007 perihal surat
peringatan kepada PT BSMI untuk memenuhi hasil rapat pembahasan
penyelesaian masalah tanah antara PT BSMI dan penduduk desa Kampung
Nipah Kuning (Kecamatan Mesuji), Kampung Sri Tanjung dan Kagungan
Dalam (Kecamatan Tanjung Raya) pada tanggal 16 April 2007 di Kantor
Camat Tanjung Raya dan rapat lanjutan pada tanggal 23 April 2007 di ruang
rapat utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk tidak mel aksanakan
kegiatan terlebih dahulu di atas lahan yang masih disengketakan, namun
keduanyatidak diindahkan oleh PT BSMI.

Atas permasalahan yang berlarut-larut, kemudian pada tanggal 6
September 2011 warga melakukan penertiban dengan tujuan memberikan batas-
batas yang jelas dilapangan antara lahan yang dikuasai secara sah dan tidak sah
oleh PT BSMI. Hal ini berlanjut dengan dilakukannya pemanenan massal atas
kelapa sawit yang berada pada lahan yang masih berada dalam sengketa. Eskalasi
pemanenan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu khususnya pada bulan
Juli 2011, membuat PT BSMI meminta bantuan pengamanan kepada pihak
kepolisian, disamping juga ditemukan adanya mariner yang turut membantu
pengamanan perkebunan®. Bahkan sampai dengan saat ini pun tuntutan
masyarakat baik berupa ganti rugi, pengembalian lahan ataupun pencabutan atas
izin HGU yang dimiliki oleh PT BSMI masih terus berlangsung.

Persoalan sengketa tanah bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam
dunia pertanahan di Indonesia, namun karena keberadaannya yang selalu terus-

20 |aporan TGPF Kasus Mesuji, Kasus Sengketa Lahan: Di Areal Perkebunan PT BSMI
dan PT LIP Kabupaten Mesuji —Provinsi Lampung, Jakarta 16 Januari 2012.
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menerus terjadi tanpa adanya penyelesaian yang baik dari tahun ke tahun baik
antara pemilik lahan/ penduduk desa, pemegang hak izin usaha (bailk badan
hukum swasta ataupun negara) dan pemberi kebijakan (dalam hal ini pemerintah
yang diwakili oleh pemda setempat) membuat penulis tergelitik untuk mengetahui
mengena sampal sgjauh manakah kebijakan yang selama ini dikeluarkan untuk
berjalan sesuai dengan cita-cita peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya mengenai peraturan perundang-undang dibidang pertanahan.

Secara khusus dalam tesis ini, penulis ingin mengetahui mengenai
bagaimana proses pemberian izin pengelolaan hak atas tanah yaitu HGU dapat
diberikan, kemudian bagaimana perlindungan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan di Indonesia terhadap kepemilikan
lahan garapan yang telah diusahakan oleh penduduk desa dalam hal ini adalah
penduduk desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning, dalam hal lahan
tersebut termasuk ke dalam area lahan yang digjukan permohonan izin HGU oleh
PT BSMI. Ha ini dikarenakan tanah-tanah penduduk desa tersebut pada
umumnya tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah atau sertipikat, sehingga
berada dalam posis yang lemah dalam hal pembuktian, yang mengakibatkan
timbulnya kerugian bagi penduduk desa itu sendiri ketika bernegosiasi dalam
proses pembebasan hak atas tanah yang digjukan permohonan izin apapun bagi
pihak yang ingin berusaha di atas tanah tersebut, dalam kasus ini adalah
pengg uan permohonan HGU oleh PT BSMI.

Dalam kenyataannya, hampir selalu ada konflik antara pemegang HGU
dengan penduduk desa setempat seputar perolehan/ pembebasan hak atas tanah
ini. Terhadap hal ini penulis akan mencoba untuk memberikan solusi guna
menyeimbangkan antara kepentingan penduduk desa setempat dengan
kepentingan perusahaan.

B. Pokok Permasalahan

Adapun beberapa pokok permasalahan yang akan penulis angkat
sehubungan dengan konflik sengketa atas tanah yang terjadi antara penduduk desa
setempat dengan PT BSMI di daerah Mesuji, Lampung dalam tesisini diantaranya
adalah:
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1. Bagaimanakah proses pemberian hak guna usaha terhadap tanah garapan
yang masih dikelola oleh penduduk desa setempat?

2. Bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan di Indonesia terhadap tanah garapan yang
masih dikelola oleh penduduk desa setempat?

3. Bagamana solusi yang dapat diberikan guna menyeimbangkan antara

kepentingan penduduk desa setempat dengan kepentingan perusahaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian tentang “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA
TANAH DI MESUJI, LAMPUNG (STUDI KASUS ANTARA PENDUDUK
DESA KAGUNGAN DALAM, DESA SRI TANJUNG DAN DESA NIPAH
KUNING DENGAN PT BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDOY)’
merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang
bertujuan untuk meneliti norma-norma dan asas-asas hukum positif dengan
menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok
permasalahan dan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya. Tipologi
penelitian yang dipakal dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu® atau jalan keluar dari suatu
permasalahan. Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang akan
diteliti, menganalisa serta menemukan jawaban atas pokok-pokok permasalahan
yang diteliti.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen
yang terkait dengan topik penulisan hukum ini, dimana sumber data hukum
sekunder dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah
yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Jakarta: Ul Press, 1986, hal.
10.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ade Diyana Kusumawardani, FH Ul, 2012



14

maupun mengenai suatu gagasan (ide)* meliputi bahan hukum yang
mengi kat® diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 (“*UUD 1945”) beserta
amandemennya, Undang-undang mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Undang-Undang Perkebunan, Peraturan-Peraturan Pemerintah,
Peraturan-Peraturan Menteri Negara Agraria, dan lain-lain yang terkait
dengan bidang pertanahan.
Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primerz“. Tidak mengikat, namun dapat
digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum
primer®, meliputi literatur, makalah, dan buku-buku dari kalangan hukum
mengenai hukum pertanahan nasional, hak ulayat masyarakat hukum adat,
penyelesaian sengketa tanah dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder ini
diperlukan guna memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsep dari
permasal ahan yang diteliti.
Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus,
ensiklopedia, dan lain-lain®®.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif

terhadap data sekunder maupun data primer yang telah terkumpul. Metode

pengambilan keputusan yang digunakan adalah dengan cara deduks yaitu

berdasarkan data yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan-peraturan atau

buku-buku yang dibandingkan dengan data yang bersifat khusus yaitu penerapan
dalam praktek.

2 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Sngkat., Ed.1, Cet.10., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.29.

2 bid., hal 13.
2 |bid.
% pid., hal 29.

% |pid., hal 13.
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Jka dilihat dari sudut tujuan maka penelitian ini bertujuan untuk
memecahkan masalah dan jika dilihat dari sudut penerapannya adalah penelitian
yang berfokuskan masalah?®”.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, diperlukan sistematika penulisan yang
terdiri dari 3 (tiga) bab yang disusun secara sistematis, yaitu:

Bab | menguralkan mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang dari materi penulisan ini, pokok permasalahan yang akan menjadi
pembahasan secara khusus sebagal inti materi yang akan diteliti, kemudian
dilanjutkan dengan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Il menguraikan secara umum landasan teori mengenai hukum adat
dalam hukum tanah nasional, hak guna usaha dan pendaftaran tanah sebagal salah
satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan
kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan cita-cita UUPA.. Point
selanjutnya adalah uraian mengenai posisi kasus yang menjadi tema dalam tesis
ini yaitu konflik sengketa tanah yang terjadi antara penduduk desa setempat yang
memiliki lahan garapan dengan PT BSMI sebagal pemegang HGU di daerah
Mesuji, Lampung. Konflik ini merupakan akibat atas tidak terlaksananya dengan
baik proses perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT BSMI terhadap
penduduk desa setempat. Ketika penduduk desa sudah menyerahkan sebagian
tanahnya, kemudian PT BSMI melakukan pengelolaan atas sebagian tanah
tersebut, bahkan izin HGU pun sudah diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional, dan penduduk desa belum sepenuhnya menerima ganti rugi yang
seharusnya di dapat serta tidak adanya kesigapan dari pihak pemerintah yang
berwenang di bidang pertanahan, maka timbullah konflik ini. Point selanjutnya
adalah diikuti dengan analisa terhadap beberapa hal yang menjadi pokok
permasalahan dalam tesis ini diantaranya adalah mengenai proses HGU terhadap
tanah garapan yang masih dikelola oleh penduduk desa setempat, perlindungan
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan di
Indonesia terhadap tanah garapan tersebut, serta solusi yang dapat diberikan guna

" Ibid., hal 50-51.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ade Diyana Kusumawardani, FH Ul, 2012



16

menyeimbangkan antara kepentingan penduduk desa setempat dengan
kepentingan perusahaan.

Bab Il menguraikan mengenai penutup yang beris kesmpulan atas
pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan saran penulis atas
penelitianini.
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BAB 11
SENGKETA TANAH DI MESUJI, LAMPUNG

A. Landasan Teori Umum
1. Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional

Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan “UUPA™)
merupakan hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang
hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang adli,
yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan
serta diliputi oleh suasana keagamaan®, sedangkan Hukum Tanah Nasiona
merupakan hukum tanah yang baru, yang dibuat karena adanya cacat dan
kekurangan pada hukum tanah yang lama, bersifat nasional, baik dari segi formal
maupun materil. Mengenai segi formalnya, Hukum Tanah Nasional dibuat oleh
pembentuk undang-undang Indonesia, dibuat di Indonesia dan disusun pula dalam
bahasa Indonesia, serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan meliputi semua
tanah yang ada di wilayah Negare?®. Dari segi materiil, Hukum Tanah yang baru
harus nasional pula, yaitu berkenaan dengan tujuan, konsepsi, asas-asas, sistem,
dan isinya™.

Penggunaan hukum adat sebagai dasar dari Hukum Tanah Nasiona adalah
sesual dengan kepribadian bangsa, hal ini dikarenakan hukum adat merupakan

% Boedi Harsono, Op.cit, hal 179.
2 1bid., hal 162.

% pid.
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hukum asli Indonesia®. Pernyataan mengenai Hukum Tanah Nasional disusun
berdasarkan hukum adat ini, disamping dalam konsiderans/ berpendapat UUPA,
dapat juga ditemui pada®:

a. Penjelasan Umum angkalll (1)

“Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan
kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat
Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka Hukum
Agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan
hukum adat itu, sebagai hukum yang adli, yang disempurnakan dan
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang
modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta
disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi
maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari
pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan
masyarakat swapradja yang feodal”

b. Pasal 5

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum
dalam UUPA dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agama’

Pasal ini disatu pihak memperluas ruang lingkup berlakunya hukum adat
bukan hanya teruntuk bagi golongan penduduk yang dahulunya disebut
“Inlander” atau “pribumi” akan tetapi untuk sduruh golongan penduduk,
sedangkan di lain pihak ketat membatasi berlakunya hukum adat dilapangan
keagrariaan. Pembatasan-pembatasan terhadap hukum adat yang disebutkan di
dalam pasal 5 UUPA tersebut ialah bahwa™:

1) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan

Negara yang berdasarkan persatuan bangsa.

3 1bid., hal 163.
%2 1bid., hal 177-178.
3 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia:
Seri Hukum Agraria I, Penerbit: Alumni, Bandung, 1978, hal 16.
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2) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia

3) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
UUPA.

4) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan lainnya.

5) Hukum adat harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum

agama.

c. Penjelasan Pasal 5
Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru,
dapat dilihat dalam penjelasan umum 111 angka 1.

Penjelasan Umum 111 angka | UUPA

“Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini
mempunyai sifat dualisme dan mengadakan pembedaan antara hak-
hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum
barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku Il Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. UUPA  bermaksud
menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan
kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang
satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian. Dengan
sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran
hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat |ndonesia sebagian
besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru
tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat
itu, sebagal hukum yang adli, yang disempurnakan dan disesuaikan
dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan
dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan
dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum
adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik
dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapragja yang
feodal.”

d. Penjelasan pasal 16

“Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 4.
Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum
pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat, maka
penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula
atas atas sistematik dari hukum adat. ... Dalam pada itu hak-hak adat
yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal
7 dan Pasal 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat
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sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan
diatur (ayat 1 huruf h jo pasal 5)”

e. Pasal 56 dan secaratidak langsung juga dalam

“Selama undang-undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut
dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat .... sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA ini”

f. Pasal 58

“Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini (UUPA)
belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis mengenal bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai
berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-
undang ini sertadiberi tafsiran yang sesuai dengan itu.”

Pasal 58 tidak menyebut hukum adat secara langsung, tetapi apa yang disebut
dengan peraturan yang tidak tertulis mencakup pula hukum adat.

Hukum Adat memiliki konsepsi yang komunalistik religious, yang
memungkinkan adanya penguasaan tanah secaraindividual dengan hak — hak atas
tanah yang bersfat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat
komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat
hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat34.
Hak Ulayat (beschikkingsrecht) menurut MR. C.C.J Maassen dan A.P.G Hens
dalam bukunya Agrarische regelling voor het Gouvernementsgebeid van Java en
Madura (Peraturan-peraturan agraris di daerah Gubernemen Jawa dan Madura),
Jilid I halaman 5 adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai
tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau
untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada

desa, dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan

% Boedi Harsono, Op.cit., hal 181.
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tanah itu dan turut bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ
yang belum dapat diselesaikan’™.

Selain pasal-pasa dalam UUPA sebagaimana tersebut diatas, pasa 3
UUPA pun menetapkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum
adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih
ada. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang®. Yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak
yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu
yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari
sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan
hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah
turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan®’.

Hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, dengan
subyeknya adalah masyarakat hukum adat, bailk yang merupakan persekutuan
hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (territorial) ataupun yang
didasarkan pada keturunan (genealogis), sebagal bentuk bersama para warganya,
yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan,
misalnya suku, marga, dusun, nagari, dan sebagainya® sedangkan tanah ulayat

® Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Edis ke dua,
Cet ke 3, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 32.

% |ndonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2, perubahan Il 18 Agustus
2000.

% Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, PMNA/ Ka.BPN
No. 5 tahun 1999, Ps. 1 ayat 1.

% |ndonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Perihal Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, PMNA/Ka BPN No. 400-2626 tanggal 24 Juni 1999.
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adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan®
atau bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat
hukum adat tertentu®. Hak ulayat merupakan sebutan yang dikenal dalam
kepustakaan hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai
daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, yang meliputi semua tanah yang
termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang

merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya'™ .

Hak Ulayat mengandung 2 (dua) unsur, yaitu42:

a Unsur hukum perdata, yaitu sebaga hak kepunyaan bersama para warga
masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai
berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan
karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan
penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat
hukum adat itu.

b. Unsur hukum publik, yaitu sebagal kewenangan untuk mengelola dan mengatur
peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam
hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-
orang bukan warga atau orang luar.

Para warga yang ada dalam suatu wilayah, dapat menggunakan sebagian
atas tanah ulayat tersebut baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan
warga lainnya, untuk kepentingan sendiri ataupun keluarganya, ataupun untuk
kepentingan bersama warga masyarakat hukum adat tersebut. Dalam hal, seorang
warga menggunakan sebagian tanah tersebut demi kepentingan individu
keluarganya, maka penggunaan atas sebagian tanah tersebut tidak boleh
melanggar kepentingan bersama masyarakat hukum adat, karena dalam
masyarakat hukum adat terdapat adanya unsur kebersamaan, dimana penggunaan
atas sebagian tanah ulayat tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi sebagian

%9 Boedi Harsono, Op.cit., hal 183.
4 PMNA/Ka BPN No. 5 tahun 1999, Op.cit, Ps. 1 ayat 2.
“1 PMNA/ Ka. BPN No. 400-2626, Op.cit.

“2 | bid.
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perorangan masyarakat hukum adat sgja, melainkan juga diperuntukkan bagi
generas selanjutnya. Hal ini menyebabkan adanya tanggungjawab bagi setiap
anggota masyarakat hukum adat untuk dapat menguasai dan mengelola
penggunaan tanah ulayat dengan baik. Oleh karena itu, Hak Ulayat masyarakat
hukum adat tersebut selain mengandung hak kepunyaan bersama atas bidang
tanah bersama pada anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum
perdata, juga mengandung tugas kewagjiban mengelola, mengatur dan memimpin
penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk
bidang hukum publik™®.

Dalam rangka pelaksanaan tersebut, tidak seluruh individu dalam
masyarakat hukum adat dapat melakukannya. Oleh karena itu, sebagian atas
pelaksanaan tugas-tugas tersebut baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri
ataupun untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat, adakalanya
dilakukan pelaksanaannya atau pengelolaannya kepada Kepala Adat atau Tetua
Adat untuk diusahakan bersama demi kepentingan umum. Ketua Adat atau Tetua
Adat ini merupakan orang yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari
masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesual dengan ketentuan hukum
adatnya dan bukan merupakan subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat
hukum adat dalam melaksanakan kewenangannya yang bersangkutan dengan hak
ulayatnya™.

Kriteria yang menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat terdiri dari 3
(tiga) unsur®, yaitu:

a Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih
merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-
ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya

mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

4 Boedi Harsono, Op.cit., hal 182.
“PMNA/ Ka BPN No. 400-2626, Op.cit.

“* PMNA/ Ka. BPN No. 5 tahun 1999, Op.cit., Ps 2 ayat 2.
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c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu
terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaannya, hak ulayat memberikan kewenangan tertentu
kepada masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya yang sumber, dasar
pelaksanaan dan ketentuan tata cara pelaksanaannya adalah hukum adat yang
bersangkutan. Kewenangan tersebut meliputi hak penguasaan tanah oleh para
warganya dan pel epasan tanah untuk keperluan orang luar. Mengingat hukum adat
itu bersifat dinamis, maka hak penguasaan tanah yang diperoleh menurut hukum
adat oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan apabila dikehendaki
boleh didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut UUPA. Dengan
demikian tujuan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan hukum dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan sebagaimana diamanatkan oleh UUPA
akan dapat terwujud secara alamiah dan bertahap. Terhadap bidang-bidang tanah
yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak
atas tanah menurut UUPA dan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau
dibebaskan oleh instanss Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesual
ketentuan dan tata cara yang berlaku, tidak dapat lagi dilakukan pelaksanaan hak
ulayat masyarakat hukum adat*.

Disamping itu pelepasan tanah ulayat untuk keperluan pertanian dan
keperluan lain yang memerlukan hak guna usaha atau hak pakai, dapat dilakukan
oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka
waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah
tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga hak guna usaha atau
hak pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus
dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang
bersangkutan sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada’’.

“ Ibid., Ps. 3.

4 |pid., Ps 4 ayat 2.
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Dalam hal untuk menentukan apakah suatu daerah/ wilayah tertentu, masih
ada masyarakat hukum adatnya ataukah tidak, akan dilakukan penelitian dan
penentuan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan mengikutsertakan para pakar
hukum adat, tokoh-tokoh masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang
bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instans yang mengelola
sumber daya alam™®. Terhadap masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih
ada akan dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan
suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya
serta mencatatnya dalam daftar tanah®. Dalam hal ini hak ulayat tidak bisa
didaftarkan selain dicatat karena hak ulayat tidak termasuk ke dalam obyek

pendaftaran tanah®.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Dalam pasal 16 ayat 1 UUPA, HGU disebutkan sebagai salah satu hak atas
tanah, selain hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka
tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
hak-hak yang telah disebutkan yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UUPA
diantaranya hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah
pertanian yang diperlukan pengaturannya diatur untuk membatasi sifat-sifatnya
yang bertentangan dengan undang-undang ini dan terhadap hak-hak yang terakhir
ini diusahakan untuk hapus dalam waktu singkat.

Pengaturan mengenal HGU ini selain dalam pasal 16 ayat 1 UUPA, juga
disebutkan dalam pasal 28 sampali dengan pasal 34, kemudian pasal 50 dan pasal
52. Diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(“ selanjutnya disebut PP 40/1996”) pada pasal 1 sampai dengan 18 dan pasal 59.

“ Ibid., Ps. 5 ayat 1.
“hid., Ps 5 ayat 2.

% |ndonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah, PP
No.24, LN No. 59 tahun 1997, TLN 3696, Ps 9.
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a. Pengertian

Hak guna usaha™ adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara, dengan jangka waktu paling lama 25 tahun dan bagi
perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan untuk waktu
paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25
tahun®?, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Berdasarkan
hal tersebut terlihat bahwa tujuan penggunaan tanah yang dipunya dengan
hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan dan
peternakan. Dalam pengertian pertanian termasuk juga perkebunan®™
meskipun tanah yang dipunyai dengan HGU itu khusus diperuntukkan bagi
usaha pertanian, perikanan, peternakan tidaklah berarti bahwa orang yang
empunya hak tidak boleh mendirikan bangunan-bangunan diatasnya54. Namun
bangunan-bangunan yang berhubungan dengan usaha pertanian, perikanan dan
peternakan itu boleh sga didirikan di atas tanah yang bersangkutan, tanpa

memerlukan hak guna bangunan atau hak pakai secaraterpisahss.

b. Subyek HGU
Y ang dapat mempunyai HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia. Pemegang HGU yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
tersebut diatas dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika HGU yang

*! Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU no.
5, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 28.

52 |bid., Ps 29.

%3 |ndonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP No. 40, LN No. 58 tahun 1996, TLN 3643, Ps 14
ayat 1 bahwa Pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan
dengan HGU untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau
peternakan.

54 Eddy Ruchiyat, Op. cit., hal 54.

%5 |bid., hal 54. (menyadur dari : Marmia M Roosadijo, Tinjauan Pencabutan Hak-Hak

Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979,
hal.46).
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bersangkutan tidak dialihkan atau dilepaskan dalam jangka waktu tersebut

maka hak itu hapus karena hukum (dan tanahnya menjadi tanah Negara56),
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan.

c. Tanah HGU
Pasal 4 PP 40/1996 menyatakan :

1) Tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah Negara.

2) Daam ha tanah yang akan diberikan dengan HGU itu adalah tanah
Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat
dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya
sebagal kawasan hutan.

3) Pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan
ketentuan HGU tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya
pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasa 9 ayat 2 Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004
menyatakan bahwa

“Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat
masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada,
mendahului pemberian hak wajib melakukan musyawarah dengan
masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan
mengenai tanah, dan imbalannya.”

4) Dalam hal diatas tanah yang diberikan HGU itu terdapat tanaman dan/atau
bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang
sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang

dibebankan kepada pemegang HGU.

% |ndonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu,

Ka. BPN No. 1 tahun 2011, Ps 1 ayat 2.
Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak

dipunyai dengan sesuatu Hak Atas Tanah.
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Adapun mengena luas tanah yang dapat diberikan adalah minimum 5
hektar dan makssmum 25 hektar atau lebih, dengan ketentuan bahwa jika
luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan
teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman®’, namun
bukan berarti terhadap tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar, dapat
dilakukan pengusahaan secara kurang baik, karena apabila sampai hal itu
terjadi, HGU-nya dapat dicabut®®.

Bagi badan hukum, terhadap luas tanah yang akan diberikan diperlukan
adanya penetapan dari Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari
pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan dengan mengingat
luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling
berdayaguna di bidang yang bersangkutan®.

d. TerjadinyaHGU

HGU terjadi karena penetapan pemerintah, diberikan dengan keputusan
pemberian hak oleh Menteri atau pgabat yang ditunjuk, untuk kemudian
wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan dan terjadi sgjak
didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PP
24/1997") dan sebaga tanda bukti hak kepada pemegang HGU diberikan
sertipikat hak atas tanah®.

HGU termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap
peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan sesuai dengan PP
24/1997, karena pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai peralihan serta hapusnya HGU, kecuali dalam hal hak itu hapus

karenajangka waktunya berakhir.

*" Undang- Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Op. cit, Ps 28 ayat 2.
*bid., penjelasan ps 28.

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Op. cit., Ps5 ayat 3.

 |bid., Ps6—7.
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Secara garis besar, beberapa hal yang perlu untuk dilengkapi sebelum
keluarnyaizin HGU, diantaranya adalah®;
1) Dilakukan pencadangan tanah danizin lokas.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah
tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 tahun 1999 (selanjutnya disebut “PMNA 2/1999).
Mengenai izin lokas ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993
tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokas dan Hak Atas Tanah Bagi
Perusashaan Daam Rangka Penanaman Moda untuk kemudian
disesuaikan dengan PMNA 2/1999.

Perusahaan-perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan
usahanya harus mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Kepala
Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah,
Badan Koordinas Penanaman Modal Daerah untuk PMA/PMDN, instansi
vertikal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat |1 dan khusuu
bagi DK Jakarta Bappeda Tingkat |, dengan melampirkan®:

a) keterangan tentang pemohon, diantaranya dapat berupa akte pendirian
perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak
Asasl Manusia dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

b) keterangan mengenai tanah yang dimohonkan untuk diberikan izin
lokasi diantaranya:

¢ |uastanah : perkiraan luas tanah yang dibutuhkan oleh perusahaan,

51 Proses HGU, http://membangunkebunkel apasawit.webs.comyproseshgu.htm, diunduh 8
Mei 2012.

® |ndonesia, Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian 1zin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata
Cara Memperoleh 1zin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman
Modal, KMNA/ Ka. BPN No. 22 tahun 1993, huruf B angka 2.
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e |etak tanah : dengan menyebutkan desa, kecamatan, kabupaten/
kotamadya dan propinsi, jugajalan dan blok jika ada.

o sketsa/ gambar kasar : diatas peta penggunaan tanah skala 1: 50.000
atau lebih besar untuk Pulau Jawa dan Bali dan skala 1: 100.000
atau lebih besar untuk luar Pulau Jawa dan Bali.

e dtatus tanah : informasi mengenai status penguasaan tanah yang
dimohon meliputi keterangan tentang jenis hak atas tanah (hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak
pengelolaan) dan juga status penguasaan lain misalnya yang
menyangkut tanah garapan, tanah desa, tanah kawasan hutan, tanah
negara bebas dan sebagainya.

e penggunaan tanah sekarang : untuk jenis-jenis penggunaan tanah
sesual dengan Kklasifikasi dalam peta penggunaan tanah vyaitu
perkampungan, sawah (diusahakan terperinci menurut tanaman dan
teknis irigasinya), tegalan, kebun campur, perkebunan (sebutkan
jenis tanamannya), ladang, semak belukar/ alang-alang, hutang,
tanah rusak.

pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak
atas tanah. Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh
pemohon di atas materai.
uraian rencana proyek yang akan dibangun vyaitu uraian yang
tercantum dalam proyek proposal yang digjukan pada saat pemohon
mengaj ukan permohonan izin prinsip dari BKPM atau surat izin usaha
dari departemen teknis bagi perusahaan non PMA/PMDN berupa
fotokopi yang dilegaisir oleh kepala sub bagian tata usaha kantor
pertanahan kabupaten/ kotamadya.

surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN atau surat

pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA, atau surat persetujuan

prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/ PMDN berupa fotokopi
yang dilegalisir oleh kepala sub bagian tata usaha kantor pertanahan
kabupaten/ kotamadya.
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Daam memperoleh arahan lokas tersebut Kepala Kantor Pertanahan
mengadakan koordinasi dengan instans terkait. Keputusan kepala kantor
pertanahan atas permohonan izin lokasi sudah harus dikeluarkan dalam
waktu selambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sgjak diterimanya
permohonan secara lengkap dan berdasarkan surat keputusan izin lokasi
ini, perusahaan dapat memulai kegiatan perolehan tanah.

Izin lokas diberikan untuk jangka waktu yang berbeda-beda tergantung

pada luas wilayah yang dimohonkan, yaitu63:

a) izin lokas berlaku selama 1 (satu) tahun untuk wilayah yang
dimohonkan sampai dengan 25 hektar.

b) izin lokas berlaku selama 2 (dua) tahun untuk wilayah yang
dimohonkan sampai dengan 50 hektar.

c) izin lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk wilayah yang
dimohonkan lebih dari 50 hektar.

Selama jangka waktu tersebut pemegang izin lokas harus
menyelesaikan perolehan hak atas tanah yang dimohonkan. Apabiladalam
jangka waktu tersebut belum selesal juga, maka terhadap izin lokasi yang
telah berakhir dapat diperpanjang hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali
untuk selama 12 (dua belas) bulan dengan pengajuan selambatnya 10
(sepuluh) hari kerja sebelum habis jangka waktunya disertai dengan alasan
perpanjangannya, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari
50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Surat keputusan
pemberian izin lokas ditandatangani oleh Bupati/ Walikotamadya.
Penerbitan izin lokas ini dilakukan oleh kepala kantor pertanahan
selambat4ambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya berkas

permohonan perpanjangan izin lokas secaralengkap.

2) Bagi perusahaan yang telah memperoleh izin lokas dan telah selesai
melaksanakan kegiatan perolehan hak atas tanah maka dapat segera

®ndonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
tentang 1zin Lokasi, PMNA/Ka.BPN No. 2tahun 1999, Ps. 5 ayat 1.
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mengajukan permohonan HGU. Permohonan HGU digjukan kepada

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala

Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang

bersangkutan®, dengan melampirkan®:

a) Fotokopi identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan
yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai
badan hukum.

b) Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.

c) lzinlokas atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat
izin pencadangan tanah sesuai dengan rencanatata ruang wilayah.

d) Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan
kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas
tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

€) Persetuyjuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau
Penanaman Moda Asing (PMA) atau surat persetujuan dari
Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat
persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman
Moda Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing.

f) Surat ukur bilaada.

Setelah menerima berkas permohonan HGU secara lengkap, maka
dilakukan kegiatan®;
a) Kepala kantor wilayah memerintahkan panitia pemeriksaan tanah
yang ditunjuk untuk mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan
tanah selambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

® |ndonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,
PMNA/Ka. BPN No. 9 tahun 1999, Ps. 20.

% Ibid., Ps. 19.

® |ndonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka
Penanaman Modal, PMNA/Ka.BPN No. 2 tahun 1993, Ps. 7 ayat 4.
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d)

Selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sgak risalah
pemeriksaan tanah selesal, kepala kantor wilayah menerbitkan
keputusan hak guna usaha atas permohonan yang luasnya tidak
lebih dari 200 (dua ratus) hektar®”.

Terhadap permohonan hak guna usaha yang luas tanahnya lebih
dari 200 (dua ratus) hektar, selambat-lambatnya dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja sejak risalah tanah selesai, kepala kantor wilayah
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada menteri
dengan disertal pertimbangan.

Menteri menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha
selambat4ambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja segjak
diterimanya berkas permohonan.

Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf f,
disampaikan oleh Menteri kepada pemohan melaui Kepala
Wilayah setempat dengan tembusan kepada instansi terkait.

33

Dalam kasus “tumpang tindih hak kepemilikan tanah” di dalam tanah yang

telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan/ calon pemegang HGU harus

melakukan pembebasan tanah untuk memperoleh tanah tersebut. Proses perolehan

tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan/ calon pemegang

HGU melaui negosiasi langsung dengan pemegang hak atas tanah. Bentuk dan

besarnyanilai ganti kerugian ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak

yang bersangkutan, diantaranya dapat berupa:

1) uang pembayaran

2) pemukiman kembali (relokasi)

3) kesempatan kerja, misalnya dengan menjadi karyawan perusahaan

4) ataupun gabungan dari beberapa bentuk kompensasi sebagaimana tersebut

diatas.

®” Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Negara, PMNA/Ka. BPN No. 3 tahun 1990, Ps. 8.
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Dalam pelaksanaan perolehan/ pembebasan hak atas tanah tersebut,
pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh Tim atau Panitia
Pembebasan Tanah dengan tujuan untuk dapat menampung kegiatan
pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan suatu proyek yang
memerlukan tanah yang terletak di beberapa daerah Kabupaten/ Kotamadya
sebagai suatu kesatuan lokas proyek untuk efektivitas, kelancaran dan
sinkronnya pelaksanaan pembebasan tanah®, yang diketuai oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya sesuai dengan Surat Edaran
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 580.2-5568-D-I11 tanggal 6
Desember 1990, dengan tugas Tim diantaranya® :

1) Memberikan penyuluhan kepada kedua belah pihak dalam bidang
pertanahan demi terselenggaranya kelancaran proses pembebasan tanah.

2) Mengadakan inventarisasi dan pemeriksaan setempat terhadap keadaan
dan status serta luas tanah yang bersangkutan beserta bangunan dan
tanaman yang ada diatasnya.

3) Mengadakan perundingan dan menaksir besarnya ganti rugi yang harus
diterima kepada yang berhak.

4)  Membantu menciptakan suasana musyawarah.

5) Mencegah ikut campurnya pihak ketiga yang tidak berkepentingan yang
dapat mengganggu proses berjalannya pembebasan hak atas tanah.

6) Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak
dan membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa pertimbangan
untuk permohonan haknya.

7) Dalam menetapkan besarnya ganti rugi panitia harus memperhatikan
faktor-faktor yang ikut menentukan harga tanah.

8) Mengusahakan tercapainya kata sepakat diantara para anggota panitia
sendiri, setidak-tidaknya hargarata-rata dari taksiran masing-masing.

% A. P Palindungan, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah: Menurut Sistem UUPA
(Undang-Undang Pokok Agraria), Cet. 111, Bandung: CV Mandar Maju, 2001, hal. 58

 Ibid., hal 61-62
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9) Mengadakan kata sepakat terhadap yang berhak atas ganti rugi dengan
berpedoman kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan UUPA dan kebijaksanaan Pemerintah.

10) Jika keputusan panitia ditolak oleh yang bersangkutan maka panitia dapat
bersikap: tetap pada putusan semula atau meneruskan surat penolakan
tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat | disertai alasan-alasan
dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan. Gubernur dapat
mengambil keputusan dengan pengukuhan keputusan ataupun dengan
mengambil keputusan sendiri.

11) Menyaksikan pemberian atau pembayaran langsung uang ganti rugi

kepada yang bersangkutan atau pemilik hak atas tanah yang berhak.

e. Jangka Waktu HGU

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam bagian pengertian HGU
di atas, menurut sifat dan tujuannya HGU merupakan hak yang waktu
berlakunya terbatas karena diberikan dengan jangka waktu 25 tahun atau 35
tahun. Apabila masih diperlukan, HGU dapat diperpanjang sampai dengan 25
tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan (jika pelaku usaha
perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri telah memenuhi
seluruh kewajiban dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan
ketentuan teknis yang ditetapkan)’™ dan setelah jangka waktu perpanjangan
HGU berakhir, jika yang bersangkutan masih memerlukan maka kepada
pemegang hak dapat diberikan pembaruan HGU di atas tanah yang sama
Perpanjangan HGU dapat dilakukan setelah adanya pengajuan permohonan
hak oleh pemegang HGU, dengan memenuhi syarat™:
1) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan

tujuan pemberian hak tersebut.

0 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkebunan, UU No.18, LN
No. 85 tahun 2004, TLN 4411, Ps 11 ayat 2.

™ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Op. cit., Ps9.
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2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang
hak, dan
3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Sedangkan untuk pembaharuan HGU, syarat yang harus dipenuhi adalah’:
1) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan
tujuan pemberian hak tersebut.
2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang
hak.
3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
Permohonan perpanjangan HGU ataupun pembaharuannya diajukan
selambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut, untuk
kemudian dicatat dalan buku tanah pada Kantor Pertanahan. Untuk
kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau pembaharuan
HGU dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang
ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan HGU.
Dalam ha uang pemasukan telah dibayar sekaligus, untuk perpanjangan atau
pembaharuan HGU hanya dikenakan biaya administras yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Persetujuan untuk memberikan perpanjangan atau pembaharuan HGU dan
perincian uang pemasukan dicantumkan dalam keputusan pemberian HGU

yang bersangkutan.

Hak dan K ewajiban Pemegang HGU"™

Pemegang HGU berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang
diberikan dengan HGU untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian,
perkebunan dan atau peternakan. Dimana penguasaan dan penggunaan sumber
air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan HGU
oleh pemegang HGU hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha

21bid., Ps9.

" bid., Ps 12 dan Ps 14.
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sebagaimana tersebut di atas dengan mengingat ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat %kitarnya”.

Disamping hak, tentu sgja pemegang HGU memiliki sederet kewagjiban yang

harus dipenuhi olehnya, diantaranya’™ :

1) Membayar uang pemasukan kepada Negara.

2) Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan
sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan pemberian haknya.

3) Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan
usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.

4) Membangun memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada
dalam lingkungan areal HGU.

5) Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan
menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6) Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan
HGU.

7) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara
sesudah HGU tersebut hapus.

8) Menyerahkan sertipikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Disamping juga adanya larangan bagi Pemegang HGU untuk
menyerahkan pengusahaan tanah HGU kepada pihak lain, kecuali dalam hal-
hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
adanya kewagjiban lain bagi pemegang HGU terhadap sekitarnya untuk
memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan bagi pekarangan atau

bidang tanah yang terkurung, dikarenakan oleh keadaan geografis atau

" 1bid., Ps 14.

" Ibid., Ps 12.
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lingkungan atau sebab-sebab lain, sehingga mengurung atau menutup

pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air.

g. Hapusnya HGU
Beberapa hal yang menjadikan HGU hapus, diantaranya adalah™:
1) Jangka waktunya berakhir, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya
2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat yang
tidak dipenuhi, atau dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang
sebelum jangka waktunya berakhir karena:

a) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagai mana tersebut diatas.

b) Putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir,

4) Dicabut untuk kepentingan umum,

5) Ditelantarkannya tanah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut’’,

6) Tanahnyamusnah,

7) Tidak terpenuhinya syarat sebagai pemegang HGU.

8) Dibatalkan haknya oleh pegjabat yang berwenang sebelum jangka waktunya
berakhir karena’®:

a) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya ketentuan/ syarat dalam surat keputusan pemberian/
perpanjangan haknya; dan

b) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Dengan hapusnya HGU mengakibatkan tanah tersebut kembali menjadi
tanah Negara. Apabila HGU hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui,
bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-

benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di

8 1bid., Ps 17 dan Ps 18.
" Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perkebunan, Op.cit, Penjelasan Ps 12.

" Ibid.
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atas tanah bekas HGU tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang
ditetapkan oleh Menteri. Apabila bangunan, tanaman dan benda-benda
sebagaimana dimaksud diatas masih diperlukan untuk melangsungkan atau
memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak
diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden. Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana
dimaksud dilaksanakan atas biaya bekas pemegang HGU. Jika bekas
pemegang HGU lalai dalam memenuhi kewajibannya tersebut, maka
bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah bekas HGU itu dibongkar
oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak.

3. Pendaftaran Tanah
Periha mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PP
24/1997”) beserta pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Menteri Negara Agrarial
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Pendaftaran Tanah adalah™ rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penygjian serta pemeliharaan data
fisk dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional®, dengan
tujuan® :
a Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain

" Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah, PP
No.24, LN No. 59 tahun 1997, TLN 3696, Ps 1 ayat 1.

8 pid., Ps5.

8 pid., Ps.3.
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yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi atau sebagai suatu pusat informasi kepada
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.

Yang menjadi obyek dalam pendaftaran tanah®™ diantaranya melipuiti
bidang-bidang tanah yang dipunya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan dan hak pakai; tanah hak pengelolaan; tanah waqgaf; hak milik atas
satuan rumah susun; hak tanggungan; tanah Negara. Terhadap tanah Negara
pendaftaran tanahnya dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak
diterbitkan sertipikat.

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan 2 (dua)
cara® yaitu
a. Pendaftaran tanah secara sporadik, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah

untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desal kelurahan secaraindividua atau
massal. Pendaftaran ini dilaksanakan atas permintaan para pihak yang
berkepentingan®'.

b. Pendaftaran tanah secara sistematik, yang merupakan kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian
wilayah suatu desa/ kelurahan®. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan atas
prakarsa Pemerintah. Oleh karena itu kegiatan pendaftaran ini didasarkan pada

suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri.

& |hid., Ps.9.
& |bid., Ps. 13 ayat 1.
8 |bid., Ps. 1 ayat 11.

& |bid., Ps. 1 ayat 10.
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Pelaksanaan dari pendaftaran tanah ini meliputi86:

a. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertamakali berupa
1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik, dilakukan melalui kegiatan

pengukuran dan pemetaan, yang meliputi:

a)

b)

Pembuatan peta dasar pendaftaran

Peta dasar pendaftaran®” adalah peta yang memuat titik-titik dasar
teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan
batas fisk bidang-bidang tanah. Untuk membuat peta dasar
pendaftaran, BPN menyelenggarakan pemasangan, pengukuran,
pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap
Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat Il. Pengukurannya diikatkan
dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. Jika
titik-titik ini belum ada maka dalam pengukurannya dapat digunakan
titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang kemudian
diikatkan dengan dengan titik dasar teknik nasional. Peta dasar
pendaftaran ini nantinya akan menjadi dasar bagi pembuatan peta
pendaftaran.

Penetapan batas bidang-bidang tanah.

Dalam setiap pelaksanaannya selalu melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan agar diperoleh kesepakatan atas batas-batas bidang
tanah, untuk kemudian ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut
bidang tanah yang bersangkutan. Penempatan tanda-tanda batas
termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan. Dalam kenyataannya banyak bidang tanah
yang bentuknya kurang baik, dengan dilakukannya pemetaan batas
dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut tertata dengan
baik.

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran.

% |bid., Ps. 11 — Ps.36 beserta penjelasannya.

8 |bid., Ps. 1 ayat 15.
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Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan
selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Dalam hal peta
dasar pendaftaran untuk suatu wilayah tersebut belum diadakan maka
dapat digunakan peta lain (misalnya peta dari instansi pekerjaan umum
atau instans pajak), sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk
pembuatan peta pendaftaran. Namun dalam keadaan terpaksa
pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan degan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan

d) Pembuatan daftar tanah
Terhadap bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau
dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan
dalam buku daftar tanah. Daftar tanah merupakan sumber informasi
yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor
surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik
sebagal hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya
kemudian.

€) Pembuatan surat ukur
Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur, dipetakan dalam peta
pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.

Pembuktian Hak dan Pembukuannya

Bagi pembuktian hak baru, hak atas tanahnya dibuktikan dengan
penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak
tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Adli akta
PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik
kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna
bangunan dan hak pakai atastanah hak milik.

Bagi keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya
hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis®, keterangan saksi dan atau

% bid., Penjelasan Ps 28.
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pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia
Ajudikasi® dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap
cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang
cukup membebaninya. Dalam hal alat-alat bukti tersebut tidak tersedia,
pembukuan dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih
secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya dengan syarat:

a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka
oleh yang bersangkutan sebagal yang berhak atas tanah, serta diperkuat
oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak
dipermasal ahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang
bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dalam rangka menilai kebenaran dari alat-alat bukti tersebut,
dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah
yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik. Hasil penelitian terhadap alat bukti tersebut dituangkan dalam
daftar isian, untuk kemudian diumumkan (data fisk dan data yuridisnya
yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah) bersama dengan peta
bidang tanah yang bersangkutan selama 30 hari di Kantor Panitia Ajudikasi
dan Kantor Kepala Desal Kelurahan untuk pendaftaran tanah sistematik dan

Y ang dimaksud dengan alat-alat bukti tertulis diantaranya dapat berupa: akta pemindahan
hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/
Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; akta pemindahan hak atas
tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan; surat keterangan riwayat tanah
yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pgjak Bumi dan Bangunan; atau lain-lain alat
pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal |1, Pasal IV dan
Pasal VIl ketentuan-ketentuan konversi UUPA

8 Ibid.

Yang dimaksud dengan Panitia Adjudikasi adalah panitia yang khusus dibentuk untuk
membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah secara
sistemik, mengingat pendaftaran tanah ini dilakukan atas prakarsa pemerintah, yang umumnya
bersifat massal dan besar-besaran.
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60 hari di Kantor Pertanahan dan dan Kantor Kepala Desa/K elurahan untuk
pendaftaran tanah sporadi k%,

Dalam hal ada keberatan ataupun tidak ada, tetap dibuat berita acara
pengesahan, sebab hal ini menjadi dasar untuk pembukuan hak atas tanah
yang bersangkutan dalam buku tanah; pengakuan hak atas tanah dan
pemberian hak atas tanah. Hanya saja apabila ada keberatan, maka langkah
selanjutnya adalah dilakukan musyawarah mufakat diantara para pihak
yang bersengketa, bila tidak berhasil, digjukan ke pengadilan, bila
permasal ahan belum selesal sementara jangka waktu pengumumannya telah
habis, pada berita acara pengesahan disertakan catatan mengena hal-hal
yang belum lengkap (data fisik dan data yuridis) atau keberatan yang belum
selesai.

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah berupa pembukuan hak
atas tanah, hak pengelolaan, tanah wagaf dan hak milik atas satuan rumah
susun dalam buku tanah dan surat ukur, dengan tujuan sebaga aat bukti
pendaftaran bagi pemegang hak. Apabila memang masih ada sengketa atau
belum ada kelengkapan data fisik ataupun yuridis sebagaimana dijelaskan
di atas dalam pembukuannya tetap ada catatan dan baru dapat dihapuskan
apabila:

a) telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan

b) telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan
ke pengadilan mengenai data yang dibukukan

c) telah diperoleh penyelesaian secara damai diantara para pihak yang
bersengketa

d) telah diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3) Penerbitan Sertipikat
Diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak, hanya boleh diserahkan
kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah sebagai

*1bid.

Adanya pembedaan mengenai jumlah hari ini dikarenakan pendaftaran tanah secara
sistematik merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui oleh masyarakat secara
umum sehingga pengumumannya lebih singkat. Berbeda dengan pendaftaran tanah secara sporadic
yang bersifat individual sehingga diperlukan waktu yang agak lama
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pemegang hak atau kuasanya. Keberadaannya merupakan surat tanda bukti
hak yang berlaku sebagal alat pembuktian yang kuat, artinya selama tidak
dapat dibuktikan sebaliknya data fisk dan data yuridis yang tercantum di
dalamnya hars diterima sebagai data yang sebenarnya, tentunya sepanjang
data fisk dan data yuridis yang tercantum sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas
suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang
atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara
nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyal hak atas
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam
waktu 5 (lima) tahun sgjak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor
pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke

pengadilan mengenal penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Penyajian Data Fisik dan Data Y uridis

Disdlenggarakan oleh Kantor Pertanahan dalam daftar umum yang
terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah (terhadap
ke empat hal ini setiap orang yang berkepentingan berhak untuk
mengetahuinya) dan daftar nama (hanya terbuka bagi instansi Pemerintah

tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya).

Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah
digunakan sebagal dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di
kantor pertanahan yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari daftar umum. Dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang
ditunjuk dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada
instans lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Atas
permintaan pengadilan asli dokumen dapat dibawa oleh kepala kantor
pertanahan untuk diperlihatkan kepada majelis hakim dan para pihak yang
bersangkutan. Secara bertahap data pendaftaran tanah dissmpan dan
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disgjikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan microfilm, yang
mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap
dinas oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan.

b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah yang antaralain berupa

1) Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak

2) Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya

dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisk atau data yuridis obyek
pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Yang dimaksud dengan perubahan data
fiskk adalah apabila dilakukan pemisahan, pemecahan atau penggabungan atas
bidang-bidang tanah yang sudah didaftar, sedangkan yang dimaksud dengan
perubahan data yuridis misanya apabila diadakan pembebanan atau
pemindahan hak atas tanah yang sudah didaftar. Bagi pemegang hak yang
bersangkutan wajib untuk mendaftarkan perubahan tersebut kepada kantor

pertanahan.

B. Posisi Kasus/ Sengketa Tanah di Mesuji, Lampung

Konflik sengketa mengenai tanah ini terjadi di daerah Mesuji, Lampung.
Akar permasalahan dari sengketa mengenai tanah ini sebenarnya telah terjadi
begitu lama™. Secara garis besar, wilayah Mesuji terbagi menjadi 2 (dua) bagian
yaitu terletak di Propins Lampung dan terletak di Propins Sumatera Selatan,
keduanya dipisahkan oleh sungai yang bernama Sungai Mesuji. Wilayah ini
merupakan wilayah yang telah didiami oleh sekelompok masyarakat hukum adat
yang keberadaannya sudah sangat lama. Masyarakat menempati, mengusahakan
dan mengolah areal pertanahan ini cukup lama dan secara turun temurun.

Permasalahan mulal terjadi ketika ada beberapa perusahaan perkebunan
yang mengajukan permohonan izin HGU yaitu PT Sumber Wangi Alam (PT
SWA) yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan dan PT Barat Selatan Makmur
Investindo (PT BSMI) yang terletak di Popinsi Lampung; jugaizin pengusahaan
hak tanaman industri (selanjutnya disebut “HTI”) yang digukan oleh PT Silva

% “Tragedi Mesuji Lampung”, Op. cit.
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Inhutani (PT Sl) juga terletak di Propinsi Lampung. Proses penyelesaian dalam
perolehan hak atas tanah hak milik masyarakatlah yang dilakukan dalam rangka
memperoleh izin pengusahaan hak atas tanah (HGU) inilah, yang dikemudian hari
memicu adanya konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan sebagai
pengelola perkebunan.

Dalam perkembangannya masing-masing perusahaan tersebut memiliki
permasalahannya sendiri-sendiri. Untuk mempersempit, maka konflik sengketa
atas tanah yang akan dibahas adalah konflik sengketa atas tanah yang terjadi
antara penduduk desa setempat yang dianggap sebagai tanah ulayat masyarakat
hukum adat dengan PT BSMI.

Berdasarkan data-data yang penulis dapat dari Komisi Pembaruan Agraria
(selanjutnya disebut “KPA”), diantaranya pada tertanggal 2 Januari 1980, di
Kantor Kecamatan Mesuji Lampung Wira Laga, penduduk desa atas kesepakatan
bersama dengan desa-desa lainnya menyerahkan bagian wilayah desa masing-
masing pada Tim Pemerintah Daerah Tingkat |1 Lampung Utara untuk dijadikan
persigpan lahan pemukiman kembali penduduk (Transmigrasi Lokal) di wilayah
Kecamatan Mesuji Lampung. Penerbitan atas surat ini menjadikan sisa lahan yang
tidak diberikan oleh penduduk desa setempat kepada pemerintah daerah untuk
pembangunan dan penempatan transmigrasi, dianggap sebagai tanah ulayat
masyarakat hukum adat setempat, yang terletak di tidak jauh dari sepanjang
Sungai Mesuji.

Pada tanggal 18 Oktober 1994, dikeluarkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor PLU.22/460-1L/94 yang
beris tentang pemberian izin lokasi kepada PT BSMI untuk perkebunan kelapa
sawit dan tumpang sarinya seluas + 10.000 (sepuluh ribu) ha sebagai kebun inti
dan seluas + 7.000 (tujuh ribu) ha sebagai kebun plasma yang terletak di Desa
Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya surat keputusan kepala kantor
pertanahan kabupaten lampung utaraini, PT BSMI harus melakukan beberapa hal
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan izin HGU,
diantaranya adalah pel aksanaan proses perolehan hak atas tanah.
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Surat Keputusan Bupati Lampung pada tanggal 14 Oktober 1996 bahwa
berdasarkan pembebasan hak atas tanah melaui Tim Pengawasan dan
Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Swasta terdapat revis atas
luas lahan yang dimohonkan untuk HGU dari 10.000 (sepuluh ribu) ha sebagai
kebun inti dan seluas + 7.000 (tujuh ribu) ha sebagai kebun plasma menjadi
9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga belas koma empat ratus lima puluh
empat) hektar dengan data bahwa hak atas tanah yang berhasil diperoleh PT
BSMI adalah seluas + 6. 117, 9 (enam ribu seratus tujuh belas koma sembulan)
hektar dan sisanya sgjumlah + 3.395, 1450 (tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh
lima) hektar adalah tanah Negara yang apabila PT BSMI tetap menginginkannya
harus melakukan pembayaran kepada Pemerintah Daerah setempat. Atas hal
tersebut, dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara Nomor BPN.460/21/1L-4/96 pada tanggal 20 Desember 1996,
yang berujung pada dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agrarial/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 43/HGU/BPN/97 pada tangga 4 Juni
2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Lampung
Utara Propinsi Lampung, tentunya setelah adanya pertimbangan:

1. Bahwatanah yang dimohon HGU oleh PT BSMI seluas 9.513,0454 (sembilan
ribu lima ratus tiga belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar yang
terletak di Kecamatan Mesuiji, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung
adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang digjukan PT BSMI
berdasarkan K eputusan K epala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
pada tanggal 20 Desember 1996 Nomor BPN.460/21/1L-4/96 jo Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 5 Januari
1996 Nomor BPN.460/01/1L-4/96 tentang pemberian perpanjangan izin lokasi
kepada PT BSMI atas tanah luas seluruhnya 17.000 (tujuh belas ribu) hektar
untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya seluas +
10.000 (sepuluh ribu) hektar kebun inti dan + 7.000 (tujuh ribu) hektar kebun
plasma;

2. Bahwa Menteri Pertanian RI cq Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya
pada tanggal 3 Mei 1990 Nomor IK/950/E5.909/05.96 telah memberikan
perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan kepada PT BSMI untuk
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komoditas kelapa sawit seluas + 8.500 (delapan ribu lima ratus) hektar yang
terpadu dengan pengembangan kelapa sawit rakyat seluas + 6.000 (enam
ribu) hektar melalui kemitraan, di atas areal seluas + 17.000 (tujuh belas ribu)
hektar terletak di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi
Lampung;

3. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Lampung, dalam
Risalahnya pada tanggal 27 November 1996 Nomor 09/PET/KW/1996,
menyatakan bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanah garapan penduduk
seluas 6.117,9 (enam ribu seratus tujuh belas koma sembilan) hektar yang
telah dibebaskan olen PT BSMI dan di daerah tersebut masih cukup tersedia
tanah tempat penduduk bercocok tanam, serta permohonan tersebut tidak
bertentangan dengan kepentingan umum/Negara serta azas-azas kebijaksanaan
Pemerintah dengan tidak merugikan hak-hak orang lain sehingga Panitia B
berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk dikabulkan dengan
diberikan HGU atas tanah seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga
belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar;

4. Bahwa tanah tersebut setelah diadakan pengukuran secara kadasteral
sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi pada tanggal 17 Desember 1996
Nomor 10/1996 seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga belas koma
empat ratus lima puluh empat) hektar;

5. BahwaKepaaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
dalam suratnya pada tanggal 9 Januari 1997 Nomor 540-152 menyampaikan
pertimbangan tidak berkeberatan kepada PT BSMI diberikan HGU atas tanah
seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga belas koma empat ratus lima
puluh empat) hektar;

6. Bahwa PT BSMI adalah badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri
K ehakiman pada tanggal 10 Januari 1996 Nomor C2.399.H7.01.04.TH.96 dan
didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 6 Maret
1996 Nomor 24/1996/PT/PNTK, oleh karenanya telah memenuhi syarat
sebagai subjek hak.

Jka melihat kepada beberapa perizinan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah, yang berakhir dengan dikeluarkannya izin HGU, dapat disimpulkan
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bahwa PT BSMI telah melaksanakan prosedur yang ada dengan baik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila memang
benar hal itu yang terjadi, tidak mungkin akan ada perselishan yang
berkepanjangan dikemudian hari, yang sebagaimana diketahui bersama, pada
akhir tahun 2011 perselisihan yang terpendam selama bertahun-tahun pun muncul
ke permukaan dan diketahui oleh khalayak ramai yaitu antara penduduk desa
setempat dengan PT BSMI yang berujung pada jatuhnya korban di kedua belah
pihak baik secaramoril maupun materiil.

Pada saat awa PT BSMI mengajukan izin lokasi belum ada permasalahan
yang muncul. Permasalahan justru muncul pada saat PT BSMI berupaya untuk
melakukan proses perolehan hak atas tanah milik penduduk desa setempat,
sebagai suatu urutan rangkaian kewajiban yang harus dilakukan oleh PT BSMI
demi mendapatkan izin HGU. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya
adalah:

1. Besaran ganti rugi yang diberikan oleh PT BSMI pun tidak penuh melainkan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari + 10.000 (sepuluh ribu) hektar yaitu
seluas + 5.000 (lima ribu) hektar yang akan digunakan sebagai kebun inti,
sedangkan 50% (lima puluh persen) sisanya yaitu seluas + 5.000 (lima ribu)
hektar belum dapat diberikan ganti ruginya sampai dengan saat ini, begitupun
dengan wilayah + 7.000 (tujuh ribu) hektar yang akan digunakan sebagai
kebun plasma, yang itu berarti wilayah tersebut masih merupakan milik
penduduk desa setempat, meskipun sebagian atas lahan ini sudah ditanami
kelapa sawit oleh PT BSMI sebagaimana diakui oleh PT BSMI melalui
suratnya Nomor 050/SK/PB/X11/2010 pada tanggal 14 Desember 2010.

2. Adanya perluasan lahan kebun diluar izin dari yang ditentukan oleh
pemerintah seluas 2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima) hektar (atau
disebut juga kelebihan lahan dari izin), yang diperoleh tanpa melalui prosedur
yang ditentukan dan tanpa melalui proses ganti rugi, yang diketahui
berdasarkan hasil Round Meeting BPN Pusat dan BPN Provinsi Lampung.

3. Selama sekian tahun berjalan PT BSMI belum mendirikan kebun plasma
untuk penduduk desa setempat, meskipun terhadap lahan yang digunakan
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sebagai kebun plasma seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar telah ditanami kelapa
sawit.

4. Pada masa Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang (sebelum terbentuknya
Kabupaten Mesuji) sudah terdapat surat Bupati Tulang Bawang kepada PT
BSMI pada tanggal 16 Juni 2007 Nomor: 130/1183/1.01/TB/2007 perihal
surat pemberitahuan untuk melaksanakan pengukuran ulang terhadap lahan-
lahan yang disengketakan, pemberitahuan untuk penyerahan kopi bukti atas
sertipikat tanah berikut HGU dan surat Bupati Tulang Bawang kepada PT
BSMI Nomor: 130/1184/1.01/TB/2007 padatanggal 15 Juli 2007 perihal surat
peringatan kepada PT BSMI untuk memenuhi hasil rapat pembahasan
penyelesaian masalah tanah anatara PT BSMI dan penduduk desa Kampung
Nipah Kuning (Kecamatan Mesuji), Kampung Sri Tanjung dan Kagungan
Dalam (Kecamatan Tanjung Raya) pada tanggal 16 April 2007 di Kantor
Camat Tanjung Raya dan rapat lanjutan pada tanggal 23 April 2007 di ruang
rapat utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk tidak melaksanakan
kegiatan terlebih dahulu di atas lahan yang masih disengketakan, namun
keduanyatidak diindahkan oleh PT BSMI.

Atas permasalahan yang berlarut-larut, kemudian pada tanggal 6
September 2011 warga melakukan penertiban dengan tujuan memberikan batas-
batas yang jelas dilapangan antara lahan yang dikuasai secara sah dan tidak sah
oleh PT BSMI. Hal ini berlanjut dengan dilakukannya pemanenan massal atas
kelapa sawit yang berada pada lahan yang masih berada dalam sengketa. Eskalasi
pemanenan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu khususnya pada bulan
Juli 2011, membuat PT BSMI meminta bantuan pengamanan kepada pihak
kepolisian, disamping juga ditemukan adanya mariner yang turut membantu
pengamanan perkebunan®. Bahkan sampai dengan saat ini pun tuntutan penduduk
desa baik berupa ganti rugi, pengembalian lahan ataupun pencabutan atas izin

HGU yang dimiliki oleh PT BSMI masih terus berlangsung.

% Laporan TGPF Kasus Mesuji, Kasus Sengketa Lahan: Di Areal Perkebunan PT BSMI
dan PT LIP Kabupaten Mesuji —Provinsi Lampung, Jakarta 16 Januari 2012.
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C. Analisis Terhadap Permasalahan Hukum
1. Pokok Masalah Mengenai Proses Pemberian HGU Terhadap Tanah
Garapan Yang Masih Dikelola Oleh Penduduk Desa Setempat

HGU sebagaimana dengan hak atas tanah lainnya (HGB, Hak Paka dan
hak lain-lain), masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain.
HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara dengan batas jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 25 tahun dan bagi
perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan untuk waktu
paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25
tahun®2,

Secara umum UUPA maupun PP 40/1996 belum memberikan penjelasan
secara mendetail, namun hal itu bisa didapatkan melalui peraturan yang bersifat
teknis yang berada di bawahnya seperti Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang
izin lokasi, Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokas dan Hak Atas
Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, Keputusan Menteri
Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian [zin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan
Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1993, yang diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah yang sudah
didapatkan dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 580.2-
5568-D-I1l tanggal 6 Desember 1990 tentang peran aktif BPN dalam proses
pembebasan tanah.

Namun secara garis besar, beberapa hal yang perlu untuk dilengkapi
sebelum keluarnyaizin HGU, diantaranya adalah™:;

% Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Op. cit., Ps. 29.
% Proses HGU dan PMNA/Ka BPN No. 2 tahun 1993, Op. cit.
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a. Dilakukan pencadangan tanah dan izin lokas, yang esensinya kurang lebih
adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya, harus

mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan

dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, Badan Koordinas
Penanaman Modal Dagrah untuk PMA/PMDN dan instans vertikal

dengan melampirkan:

a) keterangan tentang pemohon, diantaranya dapat berupa akte pendirian
perusahaan yang telah disahkan olen Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia dan nomor pokok wajib pajak (NPWP)

b) keterangan mengenai tanah yang dimohonkan untuk diberikan izin

lokasi diantaranya:

luas tanah : perkiraan |uas tanah yang dibutuhkan oleh perusahaan

letak tanah : dengan menyebutkan desa, kecamatan, kabupaten/
kotamadya dan propinsi, jugajalan dan blok jika ada

sketsal gambar kasar : diatas peta penggunaan tanah skala 1.
50.000 atau lebih besar untuk Pulau Jawa dan Bali dan skala 1:
100.000 atau lebih besar untuk luar Pulau Jawa dan Bali

status tanah : informasi mengena status penguasaan tanah yang
dimohon meliputi keterangan tentang jenis hak atas tanah (hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak
pengelolaan) dan juga status penguasaan lain misalnya yang
menyangkut tanah garapan, tanah desa, tanah kawasan hutan, tanah
negara bebas dan sebagainya

penggunaan tanah sekarang : untuk jenis-jenis penggunaan tanah
sesuai dengan klasifikasi dalam peta penggunaan tanah yaitu
perkampungan, sawah (diusahakan terperinci menurut tanaman dan
teknis irigasinya), tegalan, kebun campur, perkebunan (sebutkan
jenis tanamannya), ladang, semak belukar/ alang-alang, hutang,
tanah rusak

Dalam ha ini PT BSMI telah mengajukan surat permohonan

kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten
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Lampung Utara pada tanggal 8 Oktober 1994 nomor 0007/BSM1/10/94
periha permohonan izin lokasi seluas + 10.000 (sepuluh ribu) hektar
untuk kebun inti dan + 7.000 (tujuh ribu) hektar untuk kebun plasma
yang terletak di Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa
Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara untuk
perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya, yang berkas
lengkapnya diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Oktober 1994.
Juga surat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigras
dan Pemukiman Perambah Hutang Propinsi Lampung, sebagaimana
surat rekomendasi dari kepala kantor wilayah departemen tersebut
pada tanggal 27 Juni 1994 nomor B.419/W.8-PL/V11/1994 perihal
rekomendasi atas calon areal plasma perkebunan kelapa sawit dengan
polaPIR.

C) pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak
atas tanah. Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh
pemohon di atas materai.

d) uraian rencana proyek yang akan dibangun yaitu uraian yang
tercantum dalam proyek proposal yang digukan pada saat pemohon
mengajukan permohonan izin prinsip dari BKPM atau surat izin usaha
dari departemen teknis bagi perusahaan non PMA/PMDN berupa
fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sub bagian tata usaha kantor
pertanahan kabupaten/ kotamadya.

€) surat persetujuan  penanaman modal bagi PMDN atau surat
pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA, atau surat persetujuan
prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/ PMDN berupa fotokopi
yang dilegalisir oleh kepala sub bagian tata usaha kantor pertanahan
kabupaten/ kotamadya.

2) Daam memperoleh arahan lokasi tersebut kepala kantor pertanahan

mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
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4)
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6)

55

Keputusan kepala kantor pertanahan atas permohonan izin lokasi sudah
harus dikeluarkan dalam waktu selambatnya 12 (dua belas) hari kerja
terhitung sgjak diterimanya permohonan secara lengkap dan berdasarkan
surat keputusan izin lokas ini, perusahaan dapat memulai kegiatan
perolehan tanah.
Izin lokas diberikan untuk jangka waktu yang berbeda-beda tergantung
pada luas wilayah yang dimohonkan, yaitu®:
a) izin lokas berlaku selama 1 (satu) tahun untuk wilayah yang
dimohonkan sampai dengan 25 hektar.
b) izin lokas berlaku selama 2 (dua) tahun untuk wilayah yang
dimohonkan sampai dengan 50 hektar.
c) izin lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk wilayah yang
dimohonkan lebih dari 50 hektar.
Selama jangka waktu tersebut pemegang izin lokas harus menyel esaikan
perolehan hak atas tanah yang dimohonkan. Apabila dalam jangka waktu
tersebut belum selesai juga, maka terhadap izin lokas yang telah berakhir
dapat diperpanjang hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12
(dua belas) bulan dengan pengajuan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum habis jangka waktunya disertai dengan alasan perpanjangannya,
apabila tanah yang sudah diperoleh mencapal lebih dari 50% dari luas
tanah yang ditunjuk dalamizin lokasi.
Apabila tetap perolehan hak atas tanahnya belum selesai juga, maka
dilakukan penyesuaian terhadap [uas wilayah yang akan diberikan kepada
perusahaan/ calon pemegang HGU sesual dengan luas wilayah yang akan
diberikan kepada perusahaan/ calon pemegang HGU lain yang memenuhi
syarat®. Penyesuaian telah dilakukan oleh PT BSMI, hal ini terlihat
adanya jumlah luas lahan yang digjukan permohonan HGU pada surat
pemberian izin lokasi yang pertama diberikan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1994 sgjumlah + 10.000 (sepuluh
ribu) hektar untuk kebun inti dan + 7.000 (tujuh ribu) hektar untuk kebun

% PMNA/ Ka BPN No. 2 tahun 1999, Op. cit.

% hid., Ps5 ayat 4
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plasma, untuk kemudian dilakukan penyesuaian, sehingga izin HGU yang
dikeluarkan pada tahun 1997 adalah untuk tanah dengan luas lahan
9.513,0454 (Sembilan ribu lima ratus tiga belas koma kosong empat lima
empat) hektar. Terhadap tanah-tanah yang belum dapat dilakukan
perolehan/ pembebasan/ pelepasan hak atas tanah, semua hak atau
kepentingan para pihak yang berada diatasnya tidak berkurang dan tetap
diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh
pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat)
dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi
keperluan pribadi atau usahanya sesual rencana tata ruang yang berlaku,
serta kewenangan untuk mengalihkannya®

7) Surat keputusan pemberian izin lokas ditandatangani oleh Bupati/
Walikotamadya. Penerbitan izin lokasi ini dilakukan oleh kepala kantor
pertanahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya
berkas permohonan perpanjangan izin lokas secara lengkap.

8) Setelah mendapatkan izin lokas dari Bupati/ Walikota, perusahaan/calon
pemegang HGU harus melakukan AMDAL sebagal syarat untuk
mendapatkan 1zin Usaha Perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan,
perusahaan/ calon pemegang HGU mengajukan |zin Pembukaan lahan dan
dapat segera beroperasi sgjalan dengan pengajuan permohonan HGU
kepada Badan Pertanahan Nasional.

b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh izin lokas dan telah selesa
melaksanakan kegiatan perolehan hak atas tanah maka dapat segera
mengajukan permohonan HGU. Permohonan HGU digjukan kepada Menteri
melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan®,

dengan melampi rkan®:

Ibid., Ps 8 ayat 2
% Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,
PMNA/Ka BPN No. 9 tahun 1999, Ps. 20.
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1) Fotokopi identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah
memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum.

2) Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.

3) lzin lokas atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin
pencadangan tanah sesuali dengan rencana tata ruang wilayah.

4) Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan
hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat
atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

5) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman
Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman
Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen
Teknis bagi non Penanaman Moda Dalam Negeri atau Penanaman Modal
Asing.

6) Surat Ukur bilaada
Secara singkatnya, formalitas peralihan atas HGU, haruslah terlebih

dahulu mendapatkan rekomendasl dari Kanwil BPN dan kemudian izin dari

Kepala BPN dan pelaksanaan transaksinya di depan Deputi 1V, Kepala BPN

yang bertindak sebagai PPAT (khusus)'®.

Setelah menerima berkas permohonan HGU secara lengkap, maka
dilakukan kegiatan:

1) Kepala kantor wilayah memerintahkan panitia pemeriksaan tanah yang
ditunjuk untuk mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan tanah
selambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

2) Selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sgjak risalah pemeriksaan
tanah selesal, kepala kantor wilayah menerbitkan keputusan hak guna
usaha atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus)
hektar.

3) Terhadap permohonan hak guna usaha yang luas tanahnya lebih dari 200
(dua ratus) hektar, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja

% 1bid., Ps. 19.
100 A, P Parlindungan, 450 Tanya Jawab Hukum Agraria, Cet. 1, Bandung: CV Mandar
Maju, 1994, hal 31.
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sgjak risalah tanah selesai, kepala kantor wilayah menyampaikan berkas
permohonan dimaksud kepada Menteri dengan disertai pertimbangan.
Menteri menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha selambat-
lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan.

Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf f, disampaikan oleh
Menteri kepada pemohan melalui Kepala Wilayah setempat dengan

tembusan kepada instansi terkait.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP 40/1996, HGU hanya dapat diberikan diatas
tanah Negara. Hal ini menandakan bahwa izin HGU sudah pasti tidak akan

dikeluarkan apabila masih ada hak atas tanah lain yang berada dalam suatu

bidang atas tanah yang akan digjukan permohonan izin HGU. Oleh karena itu,

penting dalam hal ini adalah terlaksananya proses perolehan hak atas tanah

oleh perusahaan yaitu PT BSMI terhadap tanah garapan penduduk Desa

Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning. Ha ini
ditekankan pula dalam pasal 4 ayat 3 PP 40/1996 yang menyatakan bahwa

dan

“pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu
sesual ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan HGU tersebut
baru dapat dilaksanakan setelah terselesailkannya pelepasan hak
tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku” .

juga terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara

AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian lzin Lokas Dalam
Rangkapelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 huruf B.2.d.3 mengenai
informasi atas status tanah.

Izin HGU yang didapatkan oleh PT BSMI dikeluarkan olen Menteri
Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam surat nomor
43/HGU/BPN/97 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah di
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Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Utara pada tanggal 4 Juni

1997 berdasarkan pertimbangan bahwa:

1

2)

3)

Bahwa tanah yang dimohon HGU oleh PT BSMI seluas 9.513,0454
(sembilan ribu lima ratus tiga belas koma empat ratus lima puluh
empat) hektar yang terletak di Kecamatan Mesuji, Kabupaten
Lampung Utara, Propins Lampung adalah tanah yang dikuasai
langsung olen Negara, yang digukan PT BSMI berdasarkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada
tanggal 20 Desember 1996 Nomor BPN.460/21/IL-4/96 jo Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 5
Januari 1996 Nomor BPN.460/01/IL-4/96 tentang pemberian
perpanjangan izin lokasi kepada PT BSMI atas tanah |uas seluruhnya
17.000 (tujuh belas ribu) hektar untuk keperluan perkebunan kelapa
sawit dan tumpang sarinya seluas + 10.000 (sepuluh ribu) hektar
kebun inti dan + 7.000 (tujuh ribu) hektar kebun plasma.

Bahwa Menteri Pertanian RI cq Direktur Jenderal Perkebunan dalam
suratnya pada tanggal 3 Mel 1990 Nomor |K/950/E5.909/05.96 telah
memberikan perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan
kepada PT BSMI untuk komoditas kelapa sawit seluas + 8.500
(delapan ribu lima ratus) hektar yang terpadu dengan pengembangan
kelapa sawit rakyat seluas + 6.000 (enam ribu) hektar melalui
kemitraan, di atas areal seluas + 17.000 (tujuh belas ribu) hektar
terletak di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi
Lampung.

Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Lampung,
daam Risdahnya pada tanggal 27 November 1996 Nomor
09/PET/KW/1996, menyatakan bahwa di atas tanah tersebut terdapat
tanah garapan penduduk seluas 6.117,9 (enam ribu seratus tujuh belas
koma sembilan) hektar yang telah dibebaskan oleh PT BSMI dan di
daerah tersebut masih cukup tersedia tanah tempat penduduk bercocok
tanam, serta permohonan tersebut tidak bertentangan dengan

kepentingan umum/Negara serta azas-azas kebijaksanaan Pemerintah
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dengan tidak merugikan hak-hak orang lain sehingga Panitia B
berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk dikabulkan
dengan diberikan HGU atas tanah seluas 9.513,0454 (sembilan ribu
lima ratus tiga belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar.

4) Bahwa tanah tersebut setelah diadakan pengukuran secara kadasteral
sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi pada tanggal 17 Desember
1996 Nomor 10/1996 seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus tiga
belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar.

5) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Lampung dalam suratnya pada tanggal 9 Januari 1997 Nomor 540-152
menyampaikan pertimbangan tidak berkeberatan kepada PT BSMI
diberikan HGU atas tanah seluas 9.513,0454 (sembilan ribu lima ratus
tiga belas koma empat ratus lima puluh empat) hektar.

6) BahwaPT BSMI adalah badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman  pada  tanggal 10  Januari 1996  Nomor
C2.399.H7.01.04.TH.96 dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan
Negeri Tanjung Karang pada tangga 6 Maret 1996 Nomor
24/1996/PT/PNTK, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai
subjek hak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibenarkan apabila Badan
Pertanahan Nasional mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberian
izin HGU kepada PT BSMI. Ha ini terjadi karena berdasarkan
dokumentasi dan surat rekomendasi yang diterima oleh Badan Pertanahan
Nasional terlihat bahwa PT BSMI telah melakukan prosedur perolehan
hak guna usaha sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping itu, adanya surat rekomendasi dari instansi vertikal yang terkait
dengan perolehan izin HGU ini, juga semakin menguatkan keberadaan PT
BSMI untuk mendapatkan izin HGU, yaitu berupa surat dari Menteri
Pertanian Rl cq Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya pada
tanggal 3 Me 1990 Nomor IK/950/E5.909/05.96 telah memberikan
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perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan kepada PT BSMI
untuk komoditas kelapa sawit dan juga surat dari Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrass dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi
Lampung pada tanggal 27 Juni 1994 nomor B.419/W.8-PL/V11/1994
periha Rekomendasi Atas Calon Areal Plasma Perkebunan Kelapa Sawit
Dengan Pola PIR, sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan kepala
kantor pertanahan kabupaten lampung utara nomor PLU.22/460-1L/94
tentang Pemberian 1zin Lokas kepada PT BSMI untuk perkebunan kelapa
sawit dan tumpang sainya seluas + 10.000 (sepuluh ribu) ha sebagai
kebun inti dan seluas + 7.000 (tujuh ribu) ha sebagai kebun plasma yang
terletak di Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah

Kuning Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara.

Dalam hal terdapat adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah
di dalam tanah yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan/ caon
pemegang HGU yang dalam hal ini adalah PT BSMI, harus melakukan
pembebasan tanah untuk memperoleh hak atas tanah tersebut. Proses
perolehan/ pembebasan hak atas tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada
pihak perusahaan sebagai calon pemegang HGU yang dalam hal ini adalah PT
BSMI melalui negosiasi langsung dengan pemegang hak atas tanah. Bentuk
dan besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan atas dasar kesepakatan antara
pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya dapat berupa :
a) uang pembayaran
b) pemukiman kembali (relokasi)
c) kesempatan kerja, misalnya dengan menjadi karyawan perusahaan
d) ataupun gabungan dari beberapa bentuk kompensasi sebagaimana tersebut

diatas.

Daam pelaksanaan perolehan/ pembebasan hak atas tanah tersebut,
pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh Tim atau Panitia
Pembebasan Tanah dengan tujuan untuk dapat menampung kegiatan

pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan suatu proyek yang
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memerlukan tanah yang terletak di beberapa daerah kabupaten/ kotamadya

sebagal suatu kesatuan lokasi proyek untuk efektivitas, kelancaran dan

sinkronnya pelaksanaan pembebasan tanah'®, yang diketuai oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya sesuai dengan Surat Edaran
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 580.2-5568-D-I11 tanggal 6

Desember 1990, dengan tugas Tim diantaranya'® :

a)

b)

f)

9)

h)

)

Memberikan penyuluhan kepada kedua belah pihak dalam bidang
pertanahan demi terselenggaranya kelancaran proses pembebasan tanah
Mengadakan inventarisasi dan pemeriksaan setempat terhadap keadaan
dan status serta luas tanah yang bersangkutan beserta bangunan dan
tanaman yang ada diatasnya

Mengadakan perundingan dan menaksir besarnya ganti rugi yang harus
diterima kepada yang berhak

M embantu menciptakan suasana musyawarah

Mencegah ikut campurnya pihak ketiga yang tidak berkepentingan yang
dapat mengganggu proses berja annya pembebasan hak atas tanah.
Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak dan
membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa pertimbangan
untuk permohonan haknya.

Dalam menetapkan besarnya ganti rugi panitia harus meperhatikan faktor-
faktor yang ikut menentukan harga tanah

Mengusahakan tercapainya kata sepakat diantara para anggota panitia
sendiri, setidak-tidaknya harga rata-rata dari taksiran masing-masing
Mengadakan kata sepakat terhadap yang berhak atas ganti rugi dengan
berpedoman kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan UUPA dan kebijaksanaan Pemerintah.

Jika keputusan panitia ditolak oleh yang bersangkutan maka panitia dapat
bersikap: tetap pada putusan semula atau meneruskan surat penolakan

tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat | disertai alasan-alasan
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101 A, P Parlindungan, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah: Menurut Sistem UUPA
(Undang-Undang Pokok Agraria), Op. Cit, hal. 58.

192 1hid., hal 61-62.
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dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan. Gubernur dapat
mengambil keputusan dengan pengukuhan keputusan ataupun dengan
mengambil keputusan sendiri.

k) Menyaksikan pemberian atau pembayaran langsung uang ganti rugi

kepada yang bersangkutan atau pemilik hak atas tanah yang berhak.

Melihat kepada kasus sengketa lahan antara penduduk Desa Kagungan
Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning dengan PT BSMI, terlihat
bahwa PT BSMI telah melakukan proses pembebasan hak atas tanah untuk
memperoleh hak atas tanah tersebut dengan melakukan proses musyawarah
dan negosisasi langsung dengan pemegang hak atas tanah yaitu penduduk
Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran
Ganti Rugi pada tangga 11 Oktober 1995 yang beris bahwa telah
dilaksanakan pembayaran ganti rugi/ penghargaan secara langsung kepada
yang berhak berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah antara PT BSMI
dengan para penggarap/ pemilik tanah, tanam tumbuh/ bangunan serta hak-
hak lainnya, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Tentang
Besarnya Nilai Ganti Rugi Atas Tanah Garapan, Tanam Tumbuh dan Atas
Bagunan Serta Hak-Hak Lainnya padatanggal 21 Februari 1995.

Dalam proses ini pun hadir diantaranya adalah Tim Pengawasan dan
Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Swasta sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat Il Lampung Utara
Nomor 593.1L/042/HK /1991 dan Kepala Desa Sri Tanjung Kecamatan Mesuji
untuk menyaksikan pembayaran ganti rugi/ penghargaan yang diberikan oleh
PT BSMI kepada para penggarap atau pemilik tanah, tanam tumbuh dan/atau
bangunan serta hak-hak lainnya.

Proses inilah yang penting untuk dilakukan dengan baik dalam perolehan/
pembebasan hak atas tanah. Ketidaktahuan penduduk desa setempat mengenai
pelaksanaan atas proses ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang
berujung pada konflik, apabila tidak ada penyuluhan dan pengawasan dari
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pihak-pihak yang berwenang selama berlangsungnya proses ini antara

penduduk Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning.

2. Pokok Masalah Mengenai Perlindungan Yang Diberikan Oleh Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Pertanahan Di Indonesia Terhadap
Tanah Garapan Yang Masih Dikelola Oleh Penduduk Desa Setempat.

Adanya anggapan bahwa penduduk Desa Kagungan Dalam, Desa Sri
Tanjung dan Desa Nipah Kuning termasuk ke dalam pengertian pemegang hak
ulayat masyarakat hukum adat, menjadikan penulis akan mengurai terlebih dahulu
mengenai hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. UUPA merupakan payung
dari munculnya sekian banyak peraturan perundang-undangan lainnya mengenai
tanah di Indonesia yang ada di kemudian hari sebagai bentuk penjabaran atas
UUPA, yang hanya memberikan pengaturan secara umum. Sebagaimana
disebutkan bahwa UUPA yang diundangkan dan diberlakukan pada 5 September
1960, bukanlah tanpa tujuan, melainkan diantaranya untuk menghilangkan sifat
dualisme yaitu keberlakuan hukum adat disamping hukum barat. Dengan adanya
UUPA, dimaksudkan sebagali suatu bentuk penyederhanaan dan menjamin
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal pengaturan mengenai
tanah.

Dasar pelaksanaan UUPA dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 yang
menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan ayat 2 yang
menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional.

Tersirat dari kedua ayat dalam Pasal 1 tersebut bahwa konsep kepemilikan
atas tanah air secara bersama-sama yaitu bumi, air, ruang angkasa termasuk
kekayaan alam di dalamnya merupakan kekayaan nasional, yang artinya menjadi
milik bersama dari masyarakat Indonesia. Namun dalam kebersamaan tersebui,
ada kepemilikan pribadi atau individual atas bidang-bidang tanah tertentu yang

pengaturannya diberikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan
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mengenai tanah. Konsep milik bersama masyarakat Indonesia, dimana
didalamnya terdapat kepemilikan secara pribadi, merupakan konsep dari Hukum
Adat. Dijelaskan oleh Prof Boedi Harsono dalam bukunya berjudul Hukum
Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya bahwa Konsepss Hukum adat merupakan konsepsi yang
komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual
dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur
kebersamaan, yang kemudian dari konsep komunalistik religious itu muncul hak
ulayat, yang merupakan hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas
tanah, sedangkan tanah ulayat mengandung pengertian sebagal suatu tanah
kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau
peninggalan nenek moyang kepada kel ompok yang merupakan masyarakat hukum
adat, sebagal unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok
tersebut sepanjang masa’®. Terlihat bahwa hukum adat menjadi landasan bagi
terbentuknya UUPA, yang merupakan payung dari peraturan perundang-undangan
lainnya mengenai tanah di Indonesia.

Selain UUPA, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lain
yang mengakomodir mengenal hak atas tanah masyarakat hukum adat diantaranya
adalah PP 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Paka Atas Tanah; PMNA/ Ka.
BPN 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat dan PMNA/ Ka. BPN 2/1999 tentang Izin Lokasi. Dalam peraturan-
peraturan tersebut terhadap bidang tanah yang sudah ada hak atas tanahnya
terlebih dahulu harus dilakukan pembebasan/ pelepasan hak atas tanah. Apabila
hal tersebut sudah dilaksanakan barulah izin HGU dapat dikeluarkan. Beberapa
proses yang harus dijalankan oleh perusahaan sebagai pemohon atas izin HGU
pun tidaklah mudah, seperti diantaranya melakukan musyawarah mufakat tidak
hanya dengan Ketua Adat melainkan juga dengan warganya masing-masing
sebagai pemegang hak atas tanah.

Secara konseptual, Ketua Adat merupakan wakil dari masyarakat hukum
adat dalam hal pengaturan mengenai aktifitas masyarakat hukum adat secara
keluar, artinya terhadap hal-hal yang terkait dengan hubungan masyarakat hukum

1% Boedi Harsono, Op.cit., hal 181
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adat bersama pihak luar masyarakat hukum adat dapat diwakili oleh Ketua Adat.
Namun untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengakomodirnya dengan memberikan pengaturan dalam
proses pembebasan hak atas tanah ini, baik pada saat musyawarah untuk mencapai
mufakat maupun pada saat penerimaan kompensasi/ ganti rugi/ imbalan dalam
bentuk apapun juga, untuk diberikan secara langsung kepada masyarakat hukum
adat pemegang hak atas tanah secara langsung.

Pemberian ganti rugi atau imbalan yang diberikan pun, tidak boleh begitu
rendah, tetap harus diberikan dengan harga yang normal, tidak boleh sampai
berlarut-larut karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup, penghidupan dan
kesgjahteraan masyarakat hukum adat. Dengan dilepaskannya hak atas tanah
tentunya akan membuat masyarakat hukum adat kehilangan tempat tinggal dan
mata pencahariannya, tentunya membutuhkan waktu bagi mereka untuk kembali
menemukan tempat atau wilayah yang baik dan cocok sebagal tempat untuk
bernaung dan berusaha. Hal-hal seperti inilah yang coba untuk diakomodir oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak mudah memang dalam
kenyataannya untuk melaksanakan hal ini. Adanya pemikiran yang berbeda-beda
pada setiap orang mengenai hak atas tanah dalam masyarakat hukum adat
merupakan pemicu bagi timbulnya konflik sengketa tanah di Indonesia
Disamping juga tidak jarang ditemukan adanya manipulasi dan kerjasama dari
pihak-pihak yang berkompeten dalam proses peralihan hak atas tanah.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan kebijakan
dasar mengenal penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada,
dengan kata-kata “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. Sayangnya tidak semua orang, dalam hal ini aparatur yang berwenang
dan masyarakat sendiri, memahami akan arti menguasai. Penguasaan oleh Negara,
dimaksudkan hanyalah sebagai alat atau organ untuk menguasai bukan dalam arti
memiliki sebagaimana individu yang berhak mutlak atas tanah hak miliknya,
melainkan untuk* :

1 peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Op.cit., Ps 2 ayat 2.
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a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa

c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

yang kesemuanya dilakukan tiada lain untuk kepentingan nasional. Pemilik

sebenarnya atas bumi air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya

atas Indonesia adalah seluruh warga Negara Indonesia. Negara hanyalah

membantu dalam hal pengaturan dan pengurusannya bagi kepentingan bersama.

Konsep inilah yang diadopsi oleh UUPA dalam pengaturan mengenai
tanah di Indonesia. Dimana didalamnya akan terdapat hak-hak yang bersifat
individu, yang dalam pemanfaatannya tetap tidak boleh tertentangan dan
merugikan kepentingan umum. Kedudukan Negara dalam hal ini dapat disamakan
dengan Ketua Adat sebagai pihak yang mewakili masing-masing individu
pemegang hak atas tanah untuk mengatur hak atas tanah yang ada demi
kepentingan bersama masyarakat hukum adat setempat.

Terhadap hal ini menimbulkan pertanyaan, sampai segjauh manakah
peraturan perundang-undangan melindungi akan kepemilikan tanah ulayat
masyarakat hukum adat. Penulis merasa bahwa peraturan yang ada masih belum
cukup kuat untuk memberikan proteks yang cukup kepada masyarakat hukum
adat. Luas wilayah Indonesia yang cukup mengesankan, ditambah dengan
pembangunan yang belum merata sampai daerah terpencil, yang juga berefek pada
pengetahuan masyarakat hukum adat tentang pertanahan, membuat
keberadaannya meskipun diakui oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun seringkali diabaikan pada realitanya. Ketika bersinggungan
dengan otoritas yang memiliki kewenangan besar dengan dalil demi kepentingan
umum dan peningkatan devisa Negara, tidak jarang keberadaannya dipandang
sebelah mata. Pengusiran secara paksa, pemberian ganti rugi yang ditetapkan
secara sepihak, janji akan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat hukum adat
setempat yang tidak terlaksana dengan baik, perjanjian bagi hasil yang tidak
kunjung didapat oleh masyarakat, janji akan perelokasian tempat tinggal akibat
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pelepasan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan pembicaraan atau kesepakatan
awal, dan lain sebagainya, merupakan hal yang biasaterjadi dan hal ini berulang.
Penjelasan UUPA menyatakan bahwa sistem hukum tanah nasiond
berdasarkan atau berlandaskan pada hukum adat. Menandakan bahwa hukum adat
tidak dihilangkan sama sekali dari sistem hukum tanah nasional di Indonesia,
keberadaannya tetap diakui sepanjang memang masih ada, dengan kriterial®:

a. adanya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari.

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan
hukum tersebut.

tetapi UUPA juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai keberadaan atas tanah

ulayat ini. Terhadap suatu wilayah yang memang sudah tidak memiliki hak ulayat,

pemerintah tidak mengadakan kembali akan keberadaan hak ulayat tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan dari hak ulayat ini pada akhirnya

akan bergeser dengan menguatnya keberadaan atas hak-hak perorangan baik yang

timbul dari dalam wilayah hukum adat itu sendiri maupun yang timbul dari luar
wilayah hukum adat tersebut. Bahkan sampai dengan saat ini pun, hanya tinggal
sedikit sekali masyarakat hukum adat yang masih ada dan kental keberadaannya.

Terutama untuk daerah perkotaan, dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, semua

pemegang hak atas tanah sebagian besar sudah memiliki tanda bukti hak atas

tanah.

Dengan pemberlakukan hak ulayat dalam aturan perundang-undangan
yang berlaku akan menyebabkan bertahannya hak ini dalam sistem pertanahan
nasional, sedangkan yang diinginkan adalah bahwa sistem pertanahan nasional

berjalan sesuai dengan aturan pendaftaran tanah yang baru. Dengan menggunakan

% PMNA/ Ka. BPN No. 5/1999, Op.cit, Ps 2 ayat 2
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sistem pendaftaran hak atas tanah, yang membuat keberadaan akan kepemilikan
hak atas tanah menjadi kuat kedudukannya karena terdaftar dan diterbitkan tanda
bukti hak atas tanah berupa sertipikat hak atas tanah, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat, selama belum dibuktikan yang sebaliknya, atas data fisik
dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data

yang benar'®

. Setigp orang atau badan hukum dapat mengelola hak atas tanah
dengan status kepemilikan tanah yang jelas, dengan adanya lembaga pendaftaran
tanah. Namun karena pada saat pembentukan UUPA, keberadaan mengenai hak
ulayat ini masih kental, maka hak ulayat tidak dapat begitu sgja dihapuskan
keberadaannya dari sistem hukum tanah nasional di Indonesia.

Diakui namun tidak dilakukan pengaturan lebih lanjut, merupakan suatu
hal yang menurut penulis adalah setengah hati. Penulis berpendapat, ketika
memang pembentukan UUPA ditujukan untuk membuat adanya kepastian hukum
sehingga muncul peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah, yang
didalamnya mengatur mengenai tata cara pendaftaran untuk pertama kali yaitu
pendaftaran secara sporadik yang datangnya dari pribadi/ individu dan
pendaftaran tanah secara sistematik yang merupakan inisiatif pemerintah,
seharusnya sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengadakan penyul uhan,
sarana dan prasarana untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut.

Dengan pelaksanaan program pendaftaran tanah, sosialisas dan
penyuluhan kepada masyarakat hukum adat setempat, maka bukan tidak mungkin
hal-hal terkait dengan konflik dan sengketa lahan dalam masyarakat hukum adat
yang selamaini terjadi dapat dihilangkan.

Melihat kembali ke dalam kasus sengketa lahan yang terjadi antara
penduduk Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning
dengan PT. BSMI, dikarenakan akan keberadaan dari para penduduk desa tersebut
yang telah tinggal sekian lama, menempati, mengusahakan dan mengolah aredl
pertanahan ini secara turun temurun menjadikan bahwa penduduk desa setempat
dianggap sebagai pemegang hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Bila
kembali kepada pengertian hak ulayat dal am masyarakat hukum adat sebagaimana
telah dijelaskan diatas, dimana yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak

1% pp 24/1997, Op.cit., bagian penjelasan umum
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yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu
yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari
sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan
hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah
turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan'®’, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap penduduk
Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning, tidak dapat
dikategorikan sebagal pemegang hak ulayat dalam masyarakat hukum adat.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan, tidak terdapat adanya
indikasi bahwa penduduk desa setempat memiliki tatanan hukum yang tertentu
yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat hukum adat, tidak terdapat adanya
hubungan kekerabatan yang erat diantara penduduk desa itu sendiri. Bahkan
terlihat bahwa kepala desa yang seharusnya menjadi pelindung, pemimpin dan
pengayom bagi masyarakat penduduk desa setempat tidak dapat melakukan
tugasnya sebagaimana mestinya, diantaranya terdapat indikasi melakukan
penjualan hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk desa setempat, menerima
ganti rugi yang diberikan oleh PT BSMI untuk kemudian melakukan pemotongan-
pemotongan atas nilai ganti rugi yang seharusnya diterima oleh penduduk desa
setempat. Hal ini menandakan bahwa sistem kekerabatan yang ada pada penduduk
desa setempat sudah tidak kental lagi karena ada kemungkinan bercampur dengan
keberadaan dari penduduk transmigrasi yang diletakkan oleh pemerintah melalui
program pemerataan penduduk berupatransmigrasi lokal pada tahun 1980.

Hal ini juga dikuatkan dalam Buku Boedi Harsono mengenai Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Is dan Pelaksanaannya halaman
192, yang pada intinya mengatakan bahwa

“Menurut kenyataannya memang terdapat masyarakat-masyarakat
hukum adat dimana hak ulayat itu masih ada, tetapi intensitas
eksistensinya diberbagai daerah sangat bervariasi. kenyataannya,
tidak mungkin dikatakan secara umum bahwa di suatu daerah
tertentu masih ada hak ulayat atau tidak pernah terdapat atau tidak

197PMNA/ Ka.BPN No. 5 tahun 1999, Op.cit., Ps. 1 ayat 1
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terdapat lagi hak ulayat. Kepastian mengenai eksistensi hak ulayat
di suatu masyarakat hukum adat tertentu hanya dapat diperoleh
dengan cara mendliti keadaan masyarakat hukum adat tersebut
apabila terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Mengadakan
penelitian tanpa adanya kasus konkret yang perlu diselesaikan,
besar kemungkinan menghasilkan data hasil rekayasa para
narasumber yang dihubungi.”

Disamping itu, data dari badan pertanahan nasional dan adanya surat
menyurat antara penduduk Desa Kagungan Dalam, Desa Sri Tanjung Dan Desa
Nipah Kuning, yang menyatakan bahwa lahan yang akan mereka berikan kepada
PT BSMI dengan permintaan ganti rugi, menyatakan dengan jelas dan tegad
bahwa |ahan tersebut adalah lahan garapan, baru kemudian pada surat menyurat
tahun 2010 dan 2011, dinyatakan sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat.
Tentunya hal ini menimbulkan pemikiran sebagaimana disebutkan dalam Buku
Boedi Harsono mengenai Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria
Isi dan Pelaksanaannya, yang penulis kutip diatas sebagal data hasil rekayasa para
narasumber yang dihubungi. Namun terhadap hal ini masih diperlukan adanya
penelitian yang lebih lanjut dari para ahli sgarah bangsa Indonesia untuk
mengetahui apakah keberadaannya memang masih ada atau sudah menjadi lemah
atau bahkah hilang dikarenakan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan lain dari
otoritas yang berwenang selama ini, dalam usahanya untuk memperoleh tanah
sebagai pemenuhan keperluan pembangunan baik olen Pemerintah ataupun
pengusaha swasta.

Mengenai perlindungan yang dapat diberikan oleh peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan terhadap tanah garapan penduduk desa setempat,
kalau dengan adanya penjelasan di atas mengenai tanah ulayat masyarakat hukum
adat yang keberadaannya kian hari dapat sgja kian melemah dan hilang yang
diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pihak-pihak yang berwenang, maka begitu
pun terhadap pemegang hak atas tanah yang lain, termasuk diantaranya tanah
garapan, selain tanah desa, tanah kawasan hutan, tanah negara bebas dan
sebagainya. Penyebutan mengenai lahan garapan hanya ada dalam Keputusan
MNA/ Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Juklak dari PMNA/ Ka. BPN nomor
2/1993 tentang izin lokasi, mengenai hal ini dalam peraturan perundang-undangan
yang baru yaitu PMNA/ Ka. BPN Nomor 2/1999 tentang izin lokas tidak
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disebutkan kembali mengenai keberadaan dari |ahan garapan. Namun diharapkan
untuk ke depannya masih ada sedikit hargpan dengan perhatian yang diberikan
oleh pemerintah melalui adanya Keppres 34 tahun 2003 mengenai kebijakan

nasional di bidang pertanahan dalam hal pengaturan tentang penyelesaian tanah

garapan.

3. Pokok Masalah Mengenai Soluss Yang Dapat Diberikan Guna
Menyeimbangkan Antara K epentingan M asyarakat Dengan K epentingan
Perusahaan.

Dinamika perkembangan kehidupan dewasa ini menunjukkan bahwa tanah
semakin hari menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam iklim kehidupan
manusia. Tanah dibutuhkan oleh setiap manusia bahkan sampai meninggal pun
setigp manusia masih membutuhkan tanah. Sementara manusia berkembang dan
terus bertambah menyebabkan tingkat kebutuhan akan tanah juga meningkat
dengan pesat. Namun dengan jumlah luas tanah yang tidak bertambah,
menyebabkan sulitnya sgjumlah pihak untuk mendapatkan tanah, baik untuk
memenuhi kebutuhan sebagai tempat tinggal maupun sebagal tempat untuk
berusaha.

Berbicara mengenal tanah sebagal tempat usaha, peraturan perundang-
undangan di Indonesia membaginya menjadi beberapa hak atas tanah sesuai
dengan peruntukkannya masing-masing yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak
guna usaha dan hak pakai. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hak guna
usaha merupakan suatu hak yang diberikan baik kepada perorangan maupun
kepada badan hukum Indonesia dengan persyaratan tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu pula. Mengenai Hak Guna Usaha ini diatur dalam UUPA, Undang-
Undang Perkebunan, PP 40/1996, PP 24/1997, PMNA/Ka. BPN Nomor 2/1999,
PMNA/ Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 34 tahun
2003 tentang K ebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Melihat adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang telah
berupaya untuk mengakomodir pengaturan mengenai HGU, maka seharusnya
sengketa atau konflik lahan antara pengusaha dengan penduduk desa setempat
dalam memperoleh lahan yang dalam hal ini untuk perkebunan seharusnya dapat
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dihindari. Namun pada kenyataannya konflik lahan antara pengusaha dengan
penduduk desa setempat tetap terjadi. Pada kasus ini, konflik terjadi pada saat
perolehan hak atas tanah dalam rangka mendapatkan izin HGU tidak terlaksana
sebagaimana mestinya. Konflik semakin berlarut karena kurangnya koordinasi
yang baik antara para pihak pelaksana dilapangan sehubungan dengan penerapan
peraturan perundang-undangan yang ada

Secara dokumentasi dengan melihat data-data yang dilampirkan oleh
penulis dalam bagian lampiran tesis ini, PT BSMI telah melaksanakan sesuai
dengan urutan prosedur yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Melihat hal ini seharusnyatidak ada konflik yang terjadi antara PT BSMI
dengan penduduk desa setempat. Namun nampaknya ada yang terlewat, pada saat
pel aksanaan proses ganti rugi dalam perolehan hak atas tanah oleh PT BSMI dan
pihak-pihak yang berwenang dari badan pertanahan kepada penduduk desa
setempat, diantaranya berupa besaran ganti rugi yang tidak diberikan secara
penuh, sebagian diantaranya diberikan bukan kepada orang yang berhak
menerima, adanya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit diluar dari izin yang
ditentukan, tidak adanya kebun plasma yang seharusnya diperuntukkan bagi
penduduk desa setempat, serta kurang sigapnya pihak-pihak yang berwenang
dalam hal ini pemerintah daerah dibidang pertanahan untuk dengan segera
menyelesaikan konflik sengketalahan ini.

Disamping pemegang HGU sendiri, pemerintah sebagai badan yang
bertindak untuk memberikan izin pun terkadang lalai dalam melakukan
pemeriksaan terkait dengan kebenaran data-data/ dokumen pendukung yang
disertakan oleh perusahaan sehubungan dengan proses perolehan hak atas tanah
penduduk desa setempat. Ketika kompensasi/ ganti rugi yang diberikan tidak
sepadan, ketika terjadi kesalahpahaman dalam mendata pihak-pihak yang berhak
untuk menerima kompensasi, maka terjadilah konflik yang berkepanjangan ini
antara pemerintah, pemegang HGU dengan penduduk desa setempat.

Peraturan perundang-undangan yang ada memang mengakui akan
keberadaan dari tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Bahkan
hal tersebut pun disebutkan dalam UUD 1945 dan amandemennya Pasal 18B ayat
2 bahwa:
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“Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang”

Namun pada realitanya pengakuan tersebut tidak sekuat sebagaimana
kepemilikan hak atas tanah, dimana terdapat adanya tanda bukti hak atas tanah
berupa sertipikat dan terdaftar dalam buku tanah. Begitupun dengan lahan
garapan, meskipun dalan KMNA/Ka BPN nomor 22 tahun 1993 tentang Juklak
PMNA/ KA BPN nomor 2/1993 dan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 tahun
2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan telah diperhatikan yaitu
dengan mendelegasikan kewenangan mengenai penyelesaian sengketanya kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun hal ini baru sebatas pengakuan tertulis saja.

Dipahami bahwa memang, ketika UUPA dibentuk, memiliki maksud dan
tujuan untuk membenahi sistem pertanahan di Indonesia, untuk memperbaharui
sistem pertanahan yang ada di Indonesia menjadi lebih teratur dan karena pada
saat pembentukannya masih banyak terdapat tanah ulayat atau pun penguasaan
hak atas tanah lainnya seperti diantaranya yang menyangkut tanah garapan, tanah
desa, tanah kawasan hutan, tanah negara bebas dan sebagainya, yang notabene
tidak terdaftar, namun diakui keberadaannya secara kuat oleh masyarakat adat/
penduduk setempat. Terhadap hal itu, keberadaan mereka tidak bisa dihapuskan
begitu saja, karena merupakan dasar dari terbentuknya peraturan pertanahan
nasional.

Oleh karena itu dalam rangka menyeimbangkan kepentingan antara
penduduk desa setempat dengan kepentingan perusahaan dapat dilakukan hal-hal
berikut, seperti diantaranya:

a. Sebelum dilakukan pengajuan atas izin lokasi, tidak ada salahnya perusahaan
memiliki tim sendiri untuk melakukan survey awal mengenai lahan yang akan
digukan permohonan HGU, sehingga lebih mengenal penduduk desa setempat
yang ada disekitar lingkungan perusahaan.

b. Dalam hal izin lokas telah diberikan, sebaiknya segera dilakukan musyawarah

mufakat secara langsung antara para pihak yang berkepentingan yaitu antara
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penduduk desa tu sendiri dengan perusahaan dengan saksikan oleh tim
pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah dan Kepalal Ketua Adat
setempat. Dengan turut pula membicarakan mengenai bentuk kompensasi/
ganti rugi yang diberikan, jangka waktunya, jumlahnya, dan proses
penyampaiannya ke pihak-pihak yang berhak. Dalam pelaksanaan musyawarah
ini hendaknya dilakukan dengan itikad baik diantara para pihak serta
memperhatikan kepentingan masing-masing pihak baik perusahaan maupun
penduduk desa setempat. Pemerintah pun yang dalam hal ini diwakili oleh Tim
Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Swasta
pun hendaknya turut berperan serta secara aktif dalam memberikan penyuluhan
sebelumnya kepada penduduk desa setempat mengenal hal-hal yang akan
dilakukan oleh perusahaan dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh
penduduk desa setempat, sehingga memudahkan perusahaan dalam
pelaksanaan perolehan hak-hak atas tanah nantinya dalam rangka mendapatkan
izin HGU.

Terlihat dalam perizinan yang diberikan, pemerintah dalam hal ini badan
pertanahan nasional yang diwakili oleh pemerintah daerah, melimpahkan
keseluruhan hal ini kepada perusahaan. mulal dari perolehan sampai dengan
terjadinya sengketa hak atas tanah. Bagaimana dalam hal perusahaan adalah
benar-benar sebagal pihak yang beritikad baik dan melaksanakan prosedur
perolehan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, begitu juga dengan penduduk desa setempat yang dengan itikad
baiknya memberikan hak atas lahan garapannya dengan ganti rugi yang sesuai,
namun karena tidak turut sertanya pemerintah daerah setempat untuk berperan
serta secara aktif dalam proses ini, misalkan dengan melakukan pendataan
penduduk, pendataan wilayah, pendataan peta/ sketsa kasar pendaftaran tanah,
penyuluhan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah sampai dengan
tingkat yang paling kecil yaitu kepala desa/ kepala kampung/ kepala adat,
bahkan sampa dengan kepada masing-masing penduduk desa itu sendiri,
menjadikan apa yang dicitacitakan dalam peraturan perundang-undangan
hanya merupakan cita-cita tertulis sgja. Tidak menjadi heran bagi penulis jika

pada waktu-waktu mendatang di daerah lain masih terjadi konflik lahan antara
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penduduk desa setempat dengan perusahaan bailk swasta maupun demi
kepentingan Negara.

Apapun itu bentuknya, demi kepentingan Negara maupun kepentingan
swasta, hendaknya tetap tidak mengabaikan kepentingan penduduk desa
setempat. Mungkin memang benar mereka tidak memiliki tanda bukti hak atas
kepemilikan tanah, dan mungkin memang benar bahwa masih diperlukan
pembuktian dan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai keberadaan
mereka, apakah benar-benar sebagai pemegang hak ulayat masyarakat hukum
adat. Tetapi hal tersebut, tetap tidak meniadakan mereka sebagal manusia yang
menggantungkan hidupnya atas lahan dimana mereka tempati pada saat itu,
ataupun - meniadakan kepentingan perusshaan untuk mengurus segala
kepentingan kedua pihak yaitu perusahaan dan penduduk desa. Lalu apa
gunanya dibentuk pemerintah daerah, kalau bukan bertujuan untuk
memfasilitasi kepentingan kedua pihak yaitu perusahaan dan penduduk desa
setempat. Pemerintah dalam hal ini lebih memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengel ola kesemuanya dengan baik.

. Diperlukan adanya pengawasan secara baik oleh pemerintah, melalui badan
pertanahan nasional kabupaten/ walikota khususnya dalam proses pelaksanaan
pengajuan permohonan izin-izin yang diperlukan sampai dengan diperolehnya
izin HGU. Namun bukan berarti setelah izin HGU keluar, pengawasannya
lepas begitu sgja, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mengadakan
perjanjian kerjasama dengan penduduk desa setempat. Hal ini diperlukan guna
menghindari terjadinya konflik antara perusahaan dengan penduduk desa
setempat agar tidak berlarut-larut penyelesaiannya.

. Pencabutan izin HGU terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang
memang sudah jelas-jelas menyalahi peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang diikuti dengan pengembalian lahan yang menjadi sengketa
kepada penduduk desa setempat, sehingga dapat segera diusahakan atau
dimanfaatkan oleh penduduk desa setempat untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari, tentunya tidak secara langsung, melainkan secara bertahap
dibarengi dengan pemberian penyuluhan terkait dengan perolehan hak-hak atas

tanah secara sah dan legal.
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e. Diperlukan adanya pengenalan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang pertanahan

f. Namun apabila terhadap lahan yang menjadi sengketa tetap ingin
dipertahankan izin HGU-nya oleh perusahaan, maka perusahaan dengan
difasilitasi oleh pemerintah daerah harus benar-benar memastikan akan
keberadaan izin HGU-nya dan pelaksanakan atas syarat dan ketentuan
sebagai mana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ade Diyana Kusumawardani, FH Ul, 2012



78

BAB I
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Proses pemberian hak guna usaha terhadap lahan garapan yang masih berada
dalam pengel olaan penduduk desa setempat, secara garis besar diatur dalam:
a. UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
b. PP 40/1946 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah.
c. PMNA/ Ka BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang 1zin Lokasi jo PMNA/ Ka.
BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokas Dan
Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Moda jo
KMNA/ Ka. BPN Nomor 22 tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian 1zin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan PMNA/ Ka. BPN
Nomor 2 Tahun 1993

2. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai
masyarakat hukum adat sebagaimana disebutkan dalam PMNA/ Ka BPN
Nomor 5/1999 Pasal 2 ayat 2. Selain itu, pengakuan terhadap hak ulayat
masyarakat hukum adat hanya berlaku terhadap hak ulayat masyarakat hukum
adat yang masih ada sebelum pemberlakuan UUPA. Terhadap hal tersebut,
maka keberadaannya tetap diakui sepanjang masih ada, namun terhadap hak
ulayat masyarakat hukum adat yang sudah hilang tidak dapat diciptakan
kembali. Mengena perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan tentunya sudah dapat dipastikan mengenai pengakuannya saja,
namun pada kenyataannya terhadap lahan gargpan masih lemah bila
dibandingkan dengan kepemilikan hak atas tanah lainnya yang memiliki
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sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan. Namun ada sedikit perhatian yang
diberikan oleh pemerintah melalui adanya Keppres 34 tahun 2003 mengenai
kebijakan nasional di bidang pertanahan dalam ha pengaturan tentang

penyel esaian tanah garapan.

. Peraturan perundang-undangan yang ada memang telah berusaha untuk
mengakomodir kepentingan atas berbagai pihak. Namun tanpa adanya niat dan
itikad yang baik dari para pihak yang berkepentingan, baik itu perusahaan,
dalam hal ini adalah PT BSMI, badan pertanahan nasional kabupaten/ walikota,
serta penduduk desa setempat untuk menjalankan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka mustahil kepentingan para pihak akan dapat
terpenuhi dengan seimbang. Dalam kasus ini titik berat adalah pada
pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah yang merupakan tanggung jawab
bersama antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Terutama pemerintah
daerah yang dalam hal ini memiliki akses data terhadap kependudukan,
wilayah dan letak geografis serta sebagai pihak yang mengeluarkan perizinan
seharusnya lebih dapat turut aktif berperan serta dalam proses ini baik terhadap

perusahaan maupun terhadap penduduk desa secara intensif.

. SARAN

. Dalam pelaksanaan proses pemberian HGU diperlukan adanya pengawasan dan
pengendalian dari pihak-pihak yang berwenang, yang dalam hal ini diwakili
olen BPN Kabupaten/ Kota diperlukan adanya kesamaan pandang diantara
para pihak yang berkepentingan baik pemerintah, perusahaan maupun
penduduk desa setempat bahwa hal-hal yang dilakukan ditujukan bagi
kepentingan bersama; diperlukan adanya penyuluhan dan upaya memberikan
pemahaman terhadap penduduk desa setempat atas proses perolehan hak atas
tanah oleh BPN Kabupaten/Kota sehingga memudahkan perusahaan dalam
pelaksanaannya; diperlukan adanya keikutsertaan dan peran aktifnya BPN
Kabupaten/ Kota dalam proses perolehan hak atas tanah; diperlukan adanya

kerjasama yang baik diantara para pihak yang berkepentingan.
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2. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai hak ulayat masyarakat hukum
adat dan penguasaan hak atas tanah lainnya (tanah garapan, tanah desa, tanah
kawasan hutan, tanah negara bebas dan sebagainya) dikarenakan arah
pembentukan UUPA untuk menciptakan suatu kepastian hukum, melalui
penerbitan sertipikat sebagal salah satu tanda bukti hak atas tanah. Terhadap
hal ini perlu untuk ditegaskan kembali oleh BPN melalui PP 24/1997 tentang
pendaftaran tanah, yang meliputi penyuluhan kepada penduduk desa mengenai
pentingnya pendaftaran hak atas tanah; pengumpulan dan pengolahan data fisik
dengan kegiatannya berupa pengukuran dan pemetaan, setidaknya dengan
pembuatan peta dasar pendaftaran, didapatkan data awal mengenai letak dan
posis tanah atas penduduk desa; dilanjutkan dengan pendaftaran hak atas tanah
terhadap penduduk desa baik secara sporadik maupun sistematik. Dengan
adanya tanda bukti yang kuat, diharapkan terpenuhi apa yang menjadi tujuan
dan cita-cita hukum pertanahan nasional yaitu menjamin kepastian hukum bagi
para pemegang hak atas tanah. Disamping juga bagi para penduduk desa yang
sudah sadar akan pentingnya tanda bukti hak atas tanah, menjadikan mereka
memiliki posis yang balk dalam proses musyawarah mufakat demi
mendapatkan ganti rugi atau imbalan yang sepadan, karena status kepemilikan
hak atas tanah menjadi lebih kuat, sehingga dikemudian hari diharapkan dapat
meningkatkan nilai ekonomi atas tanah.

3. Solus ' yang dapat diberikan guna menyeimbangkan antara kepentingan
penduduk desa setempat dengan kepentingan perusahaan, diantaranya adalah
dengan pelaksanaan survey lahan yang diikuti dengan pendekatan secara
internal oleh tim perusahaan terhadap penduduk desa setempat, turut berperan
sertanya secara aktif BPN Kabupaten/ Kota dalam setiap pelaksanaan proses
perolehan hak atas tanah yang digjukan oleh perusahaan yang diawali dari
sgjak musyawarah mufakat, pendataan luas lahan dan data kependudukan,
penyuluhan kepada penduduk desa mengenai proses perolehan hak atas tanah,
proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak
menerima, yang diakhiri dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan

sampai dengan pelaksanaan izin HGU ini dinyatakan berakhir dan tidak
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diperpanjang oleh perusahaan. Pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah
yang komprehensif dan menyeluruh dari berbagal pihak yang berkepentingan
dalam hal ini akan dapat menyeimbangkan antara kepentingan penduduk desa
setempat dengan kepentingan perusahaan.
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Peda harl ind, Rebu  tapggeld  oobolsy Bualer Okbobos okl ceribu
ypembllan rotus sembilon pulubh Xdme (1L = 20 = 4998 ) tulah ddlokoamatan penba -
iyeron Yontd rugt/ponghorgoon votara lupgoung kapoda yong berhaole herdosarkon kono
}kntun hogil Muuyowaroh untora MU Bewwel Solatws FMdume Xeven Lindo dungan pora
bonggorop /pantilik tonoh, tonon tumbuh/bongunen verta heli-hale Lolaayw, yung ¢t
sngkan dalas Berdto Avoroe Muay worah vontoay boworayn otlel gantd rugl wtos Co-
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tapgpal 214 02 - 1091,

wintuk malieud dinteyv Tam pengtmvacan dun pusigendallan pembebagan toncth ntus
kaperluon Sweste ocebapguimane dimokaud dotum Suret KopOtooan Dupatd 801 Fiv, 10!
Lompurty Utoro tgl. 13 Pobruacl 1902 we. G5 LIA0A2 /0000 /K000 dnn Vuadan
pOoea 9xt Tanjuwng Necwwatan Fooudt toluly hmdie wirtul menyolksikan pemboydron gantd
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Selatan Makmur Investindo,-
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& g s | KOMIS! NASIONAL | .

HAK ASASI MANUSIA

paten Lampung Utara. -

: INDONESIA
5 .  Jakarta, 22 Februari 1996.
| -

o mer . {008/SES/11/90G. Kepada Yth.
mpiran @ (satu) berkas. Sdr. Bupati KOH. TK. 1T Lampung Utarn
\riha‘l _+ Mohon bantuan Komnas HAM i L

mengatasi permasalahan KOTABUMI (LAMPUNG) .

: warga Desa Sri Tanjung, '
"\  Kecamatan Mesuji, Kabu-
| ;
i

S bl ]

Permohohah yang intinya seperh‘ tersebut dalam perihal surat
e -~ ipi disempaikan le Komnas HaM oleh Sdr. Ajar Etikna vang mengaku
| mawakili wafga dasa tersebul persumber dari kehadiran can utlah PT.
parat Selatan Makmur Investindo ({(disingkatl PT. BSMI) dalam rangka

mengelola perkebunan kelopa sawit “df beberaba desa dalam 1ingkungan ,
Kecamatan Mesujd khususnya di Desa sri Tanjung.

Parmasalahan dimaksud ‘antara l1ain menyangkut harga pambebasan
tanah yang .besarnya diphkSakan secara sepihak oleh pT, BSMI (tanpa
musyawarah). Para warga, sengaja tidak diikutsertakan poda sant

pangukuran tanah dan hal ini jelas sangat merugikan warga karena luas
tanahnya jauh barlkurang dari luas Qang sebenarnya. Ada sebagiar tanab
warga dinyatakan milik warga desa lain sehingga tidak ikult
diperhitungknn dalam. rencana pembayaraﬁ., Lahan ynngd sentaia
diperuntukkan warga untuls lahan perfanian ( tanaman usia pendek untuk
penghidupan warga seharinhar{) dipaksakan untuk keperluan perketunan

PT. BSMI. Rentetan tindékan nerugikan para warga tersebut lexih jauh:

Tinjauan yuridi iyar :
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dapat disimak dar{i copy surat pemohon/pelapur yang kami sertalan

dalem surat ini. s o
Jika permasalahan yang dilaporkan ke Komnas HAM tersebut
mengandung Kebenaran, kami harophan 1arkenan Saudara untuk meneiliti
N 'sejauh mana telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh p\hak PT.
8sSMI dan kemudian mencar{’ jalan pemecahannyn yang torbaik demi

. Ketenangan warga Desa Sri Tanjung tersebut.
Demikian permintaen kami dan atas kebijaksanaan dan perhatian

 Saudara disampaikan terima kasih.

A.n. KETUA KOMISI.NASIONAL HAK SI MANJSIA

busan i

Yth Bapak Ketua Komnas HaM
' ( sebagaf laporan ). o)
Yth. Sdr. Gubernur KOH. TK. I LempuniR
Yth, Sdr. Ketua DPRD TK. I Lampung.
Yth., sdr. Ketua DPRD TK. 1l Lampung tJtara di- Kotabumi,
Yth. Sdr. Ketua Subkom Pemantaden homnas HAM.

vth. Sdr. Direks! PT. Barat Selatan Mekmur Investindo,
Yth, Sdr. Ajar Etikna

J1. Karet Raya BTok 7 No. 68 RT 03/17

Parumnas I - Tangerang.

.. { Ne. 1 s/d 7 tanpa lampiran }.

Arsinp
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Lampiran

i Perihal
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- 7= , edi-. Direktur PT. Lampung Inter

1 _Pormobenan. Sk bus Tanal

Tambusan

Sdrr. Kepala Dinas Pendapatan Dacrah
Tingikabl IT Tulang Bawang. . * .

Menggala, L0 September 1997,
Kepada Yth,

Prartiwi.

di-

Menanggapl Surat Saudara No, OO&l/LIPwKP/3~ﬁ/VI;I/19?7
tanggal 27 Agustus 1997, perihal sebagaimana tersebut pada -

pakolk surat diatas, ¥ying ditujukan kepada Bupati - Kepsla
Dasrah Tingkat IT Tularg Bawang. - -

Sahubungan dengan hel :erseauu.-b@rdaﬁarkan pamb&basan
tanah yang telah Sauds ra laksasakan dihadapan Tim Wasdal
Tingkat IT Ltampung Ubkara saluas 2.160,25 Hektar, sadapghkan

Careal yang dinbhonkan Halk Guna Usaha {HGU) seluas 6.628

Mektar, barart. bahwa areal seluas 3.467,75 Haktar adalah

marupakan  Lansh  Negar <« dan apabila  Saudara menghendaki

araal  dimaksue  unbuk  masulk  dalam Hak Gunpa Usaha, maka
Saudara barus wenbayar Recoginisi kepada Pamerintah Dasrah
Tingkat T§ Tw.ang Dawang sebasal  Rp, 20,000, par Hal bar
mplalui Kas o Pomaeinlal Dacealy Tingkat D Tulang  Oawang
(B, Cabang Tulang Bewa 1)) . :

L Dem LAt LUk s |

L tITEETYy,

i } ".’\’
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]
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Sdr. Pimpinan BPD Cabany Tulqugraawang
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LANG BAWANG

BUPATL TU
) i I s

E | -
| o .
. o 'i Menggala, 16 Juni 2007
. g ? b -
. L Avo/ SWINOIABR00T ¢ b G . Kepada, :
I Yih, Sdr, Pimplnan ,
: : Surat Pembotitahyan | ¢ 5 " PT. Bara! Selalan Makmur !nvestindo -
- - R B d. .
- __ | Tempal

I it
: o fo :
! ; 1
Manlndakinnjult hasit rapat pembahasen’ penyalesainn masalah lanah antara PT.
BEMI din Manynralkal Eampting Nipi b Kuning (I(ccnmali)n Meauji), I<ampung S Tanjung dan
Kagungsn Dol (dozamatan Tanjt ng: Raya) pada tangnal 16 April 2007 di Kanlor Camat

Tonjung Ruya dlany Rapal Lanjutan | inggal 23 Apeit 2007 ¢ Ruang Rapal Ulama Memerintah

4

-

Kabupalen Tulang Rirsig, diciinta kepoc, saud}un unltk memperhalikan hal-hal sobagai
beriki ; o, |

-4, Bahwa unlitk Peli ksanaan-Pen jukuran vlang ierhaclap lahan-lahan yang disengkelakan

" Inraabul #kan diftrlventkan kv{m dian cleh Pomarintoh Kabupalen Tulang Bawang sambil
montmggu Pengesahian APRD T ahun 2000 Kabupaten Tulang Bawang.

»

2., Unlulc selanjuloys sebagal bigiag dar tpuya unluk penyelesaian sengkela Jahan
dimaksud, diminta kepada sauc‘ara unluk.menyerahkan Copy bukti_sertifikal dan Hak
Guna _Ua:iha '(HG'U} Iahqq por:ebunan Saudara kepadn Poemerinlah Kabupalun Tulang
Bawang. _ i = ; ‘

3. Sehubungan (Iengjan poité2 dialas, diharapkan kefjasama yang baik Saudara selaku

pemilik Perusahaan di wileavh;I(a'bupa!en Tulang Bawang dengan Pemeriniah Dacrah '

Kabugpelen Tulang Bawang,

Dimikian, agar diindahkan.

-t v

S | 1§¢Gubgmur Lampung ; . . . .
= | 2 Kapolda Lampung : : L : :
38rKajall Lampung _
pered iy Kelua DPRO Kabupalen Tulong Davang .
: :-'!:'iﬂ‘ i+ Muspida Kabupaten Tulang Bavmag .
' i 6. - Camal Mesuijl - :

g7, Camal Tanjungn Raya ; s

R '® Kepala lKamgung Nipah Kunlng

1t 0. - Kepala l{amgung Sri Tanjung :

?&*:10. Kepala Kampung Kagungen Oalam g ;
ji. Arsip : . .

M. - Ly '
' Tinjauan yurids..., Ade [;)iyana Kusumawardani, FH Ul, 2012 '
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Monggnh 1oJum 2007

. Kepa(ia.
Yih. Sdr. Pimpinan
T, Baral Selaton Makmur Inveslindo .
ti-

130/ 1124 1L01TRI2007
Sural Parlngalan -

Tempat

Monr'mslmn knmhall Sural Bupali ,"iul‘.nq Bawang Momer ;o 100/1096/1.04/T8/ 2007

Tanggal 30 Apr![ 2007 Icnlang himbauan yang sempaidengan snal ini tidok saudnca indahkan,
maka guna rnanghlndarl lcrjadmya qejolak-gejolak di pnrkcbunan Saudara dengan ini kami
sampaxkan Siirat Porlng'nan bagl Perusahaan Saudara dan diminta kepada saudara uniuk

memahaml dan mempcrhatlkan hal nal sebagai berikul ;
1. Sesuai dengan hasil rapat pembalnsan penyelesaian masalah lanah anlara PT. 8SMI dan
Masyarakal Kampung Nipaﬁ Kunlng (Kecamalan Masuiji), Kampurg Si Tanjung dan
Kagungan Dalam (Kecamahn Tanpn 0 Raya) pade langgal 16 April 2007 di Kanter Camisi

Kabupalen Tulang Bawang yang lelah disepakali, bahwa selamballambalnyz 30 (tiga
puluh) har lerhitung sejok dilerimanya Sural .Porr'nga{a'n ini agar Saudarz memaluhi
kesapakalan rapat dimaksud dengan lidak melaksonakan kegislan dialas lakan yang masih
disengkoiakan dongan masyarokal sebagaimana dimaksud guna menjaga suasana kondusif
dilengah-tengah aklivitas kehidupan masyarakal, ' '.
2 Pelaksanaan Pangukuran ulang lethadap lahan-lahan yang dfscngkelakan tersebul akan

dijadwalkan kenmilian sambil menunggu Pengesahan ARPBD Tahun 2008 Cabupalen Tulang
Bawang.

3. Sebagui pengusaha di wizyah !fnbupélen Tulang Bewang agar Saudara memahami
kondisi saat ini, ngar Udak lerjudi gojolak-gojolak di perkebunan Saudara.

Dernikian, agar diindahkan, /ﬁiﬂ:::\\

Tanjung Raya dan Rapal Lnnju\an tanggal 23 April 2007 di Rirang Rapal Ulama Pemerintah’

\\No W“/

i .,, t!lsnmpa!knn Kopndn Yth
Gubgmur Lampung
Kanolda Lampung
Fll Lampung :
a OPRD Kabupatan Tulang Baveang
! Huuplda labupalan Tulang Newnng
Gamat Mosui!
e Camat Tanjungn Raya
b Kopola Kampung Mihab Kunlog
' "Kopnln Kampung S Tonjuy
- S(\Qﬁnln Kampur g Kogungan ”’ﬂrn]!auan yuridis...
Hip

, Ade Diyana Kusumawardani, FH Ul, 2012
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LATAR BELAKANG KERUSUHAN ANTARA
MASYARAKAT ADAD SUNGAI MESUJI

DENGAN
PT. BSMI DAN PT. LIP
PERMASALAHAN
1. Surat Keterangan Kantor Kecamatan Mesuji Lampung ” Wira Laga ” yang ditanda tangani

oleh Camat Mesuji lampung Bpk Tunggal Achmad, tanggal 2 Jenuari 1980 yang menerangkan
tentang bagian wilayah desa yang disershkan pada PEMDA TK II Lampung Utara untuk
pembangunan dan pemukiman penduduk ( translok ) dan sisa lahan yang ditinggalkan untuk
penduduk setempat, dimana lahan sisa tersebut sekarang dikuasai dan dikelola oleh pt. Bsmi
dan pt. Lip (kopy dokumen terlapir) :

Pembebasan lahan adad masyarakat penuh dengan rekayasa, pembebasan diatas meja, bukan
berdasarkan inventarisasi sesuai ketentuan izin, hal ini ditandai dengan ukuran tanah yang
sama, padahal tanah adad kepemilikan masyarakat tidak pernah sama.

Adanya potongan 50 % dari keluasan wilayah Kampung / desa yang diistilahkan recognisi
dengan tanpa melalui kesepakatan, dimana berdasarkan fakta data, recognisi hanya dijadikan
dalih dalam mengambil ganti rugi tanah adad rakyat. Padahal yang bersangkutan tercatat
sebagai Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembesan Tanah untuk Keperluan Swasta, bahkan
salah satu diantaranya tercatat scbagai Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara yang
menandatarigani izin pt. bsmi dan pt lip dan oknum pejabat Bupati Tulang Bawang dan
mereka bukan merupakan penduduk setempat ( kopy hitungan dan dokumen terlampir )

Batas wilayah menghilangkan hak kepemilikan masyarakat adad Mesuji yang memiliki haknya
secara turun temurun, dimana kepemilikan masyarakat diluar penduduk kampung / desa
setempat tidak mendapatkan ganti rugi.

Perubahan (revisi) izin pt. Bsmi dari Nomor : PLU 22/ 460 — IL / 94 tanggal 10 Oktober 1994

dan Nomor : 460 / 01 / IL-4 / 96 tanggal 5 Januari 1996 ke revisi izin Nomor : BPN.460 / 21

AL — 4 / 96, dengan merubah letak lokasi plasma dan inti dengan tanpa melalui persetujuan
inasyarakat setempat (kopy peta izin dan perubahannya terlampir)

Membangun kebun sawit melebihi kapasitas izin inti pt. Bsmi 10.000 ha menjadi seluas 12.455

Ha (tertuang dalam peta gambar situasi khusus nomor 21,22,23,24 / 1995 Deputi Bidang
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah BPN di Jakarta tanggal 10 Juli 1995). Hal ini pada berita
acara Rapat dengar pendapat / Rapat dengar pendapat umum Panja Konflik dan Sengketa
Pertanahan Komisi II DPR RI pada tanggal 15 Februari 2012, pengakuan direksi pt. Bsmi pada
Pokok pembicaraan terkait pt. Bsmi poin 3 diakui sebagai tanaman plasma yang ditanan seluas
2.500 ha dilahan pencadangan plasma 7.000 ha. Padahal BPN pada poin 2 menyatakan bahwa
berdasarkan pengamatan BPN melalui citra satelit terdapat sekitar 4.700 ha kebun sawit yang
berada dilahan plasma (7.000 ha) yang belum mendapatkan HGU dan seluruh kebun ini baik
yang 2.500 ha maupun 4.700 ha selama ini dikelola oleh pt. Bsmi dan pt. Lip (kopy doxumen
terlampir} R

Dari keluasan izin pt. Bsmi 17.000 ha, 7.000 ha diperuntukxan pembangunan plasma,
sedangkan pt. Lip dari keluasan izin 6.628 ha tidak satu hektarpun pengalokasian
pembangunan plasma. Baik pt. Bsmi maupun pt. Lip yang berusaha dilingkungan masyarakat
adad setempat Mesuji selama 17 tahun belum pernah membangunkan plasma untuk masyarakat
setempat diareal 7.000 ha yang dicadangkan untuk penduduk setempat sebagai pemilik wilayah
kampung / desa. Padahal fakta lapangan lahan 7.000 ha pencadangan plasma telah dibangun
dan dikelola oleh pt. Bsmi selama ini. Berdasarkan data berita acara rapat panja konflik
pertahanan komisi II DPR Rl pada poin dua dan tiga, mska pada lahan pencadangan 7.000 ha
telah tertanam 4.700 ha + 2.500 ha = 7. 200 ha, lalu tanah siapa pula 200 ha kelebihan dari
7.000 ha.

Keseluruhan tanah adad masyarakat yang dikuasai oleh pt. Bsmi dan pt. Lip dengan tanpa
proses ganti rugi 5.000 ha (inti izin pt. Bsmi 10.000 ha tidak diganti rugi 50 %) + 3.314 ha (inti
izin pt. Lip 6.628 ha tidak diganti rugi 50 %) + 2.455 ha (kelebihan dari ketentuan izin pt. Bsmi
10.000 ha inti) + 7.000 ha (lahan pencadangan plasma pt. Bsmi} = 17.769 Ha.

Tinjauan yuridis..., Ade Diyana Kusumawardani, FH Ul, 2012



LANGKAH PENYELESAIAN PASKA KERUSUHAN 10 NOPEMBER 2011

1. Pemerintah Pusat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF ), dimana laporan Tim
Gabungan Pencari Fakta telah dilaporkan kepada Pemerintah (kopy laporan terlampir)

2. Langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Kabupaten Mesuji yang dipasilitasi oleh PJ Bupati
Mesuji Bpk. Albar (kopy dokumen terlampir) ’

3. Sanggahan masyarakat atas langkah penyelesaian yang dilakukan oleh PJ Bupati Mesuji secara
tertulis baik disampaikan dalam bentuk unjuk rasa maupun langsung (kopy dokumen terlampir)

KERUSUHAN 25 FEBRUARI 2012

1. Pemyataan masyarakat tentang kerusuhan tanggal 25 Februari 2012 yang disampaikan dalam
bentuk unjuk rasa di Polsek Simpang Pematang (kopy dokumen terlampir)

2. Photo peluruh temuan masyarakat di salah sat1 mes petinggi pt. Bsmi dan pt. Lip di Fajar Baru
yang telah diserahkan pada Danrem Garuda Hitam Lampung (dokumen terlampir)

KESIMPULAN

1. Agar penyelesaian sengketa antara masyarakat adad Mesu_u dengan pt. Bsmi dan pt. Lip sesuai
dengan rekomendasi TGPF

2. Agar Pemerintab mencabut HGU pt. Bsmi dan pt. Lip dan mengembalikan seluruh tanah adad
masyarakat yang dikuasai selama ini kepada masyarakat setempat bersangkutan.
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